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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 017 /KPTS /DUKCAPIL/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelengaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelengaraan
pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan
menerapkan standar operasional prosedur pelayanan;

b. bahwa untuk memberi acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan
dimaksud huruf a, maka ditetapkan Standar Operasional
Prosedur (SOP) pelayanan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dengan
Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nornor 73, Tambahan Leinbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4380);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5475);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4846);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provisi, dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependuduk.an secara Nasional, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua Atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009;

16. Kaputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang

Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967
tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;

17. Keputusan Presiden Nomor XX Tahun 2004 tentang

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK);

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomon 7 Tahun 2010
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Peyusunan
Indeks Kepuasan Masvarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
26/KEP/M.FAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis
Transpormasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses
Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana terlampir
dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



KETIGA : Standar Operational Prosedur (SOP) penyelenggaraan
pelayanan administrasi kependudukan terdiri dari :

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga

Pelayanan Perekaman KTP-EL

Pelayanan Pembuatan KTP-EL

Pelayanan Pembuatan KIA

Pelayanan Permohonan Pindah

Pelayanan Permohonan Datang

Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran

Pelayanan Pembuatan Akta Kematian

Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan

10 Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian

11.Pelayanan Pembuatan Akta Pengangkatan Anak

12 Pelayanan Pembuatan Akta Pengakuan Anak

13.Pelayanan Pembuatan Akta Pengesahan Anak

14.Pelayanan Perubahan Status Pewarganegaraan

15.Pelayanan Perjanjian Kerjasama

16.Pelayanan Pemanfaatan Data

17 .Pelayanan Inovasi GERTAK

18.Pelayanan Inovasi PDKT-DESA

19.Pelayanan Inovasi JEMPOL DUA

20.Pelayanan Inovasi KATAMU CEMEN

21.Pelayanan Inovasi LAPOR LUR

22 Pelayanan Inovasi MANTAP

23.Pelayanan Inovasi PALEM BERKAH

24 Pelayanan Inovasi PINDANG PAK TUA

25.Pelayanan Inovasi SAJAHAI

26.Pelayanan Inovasi KU DANG MENANTI

27 .Pelayanan Inovasi ONE DAY SERVICE

28.Pelayanan Inovasi LAKIKU MERINDU

29 .Pelayanan Inovasi KU DATANG KARENA CINTA

30.Pelayanan Inovasi KUDAKU CERIA

31.Pelayanan Inovasi PETUALANG CINTA SEDANG
MELINTAS

32. Pelayanan Inovasi KERETAKU DATANG ( Non Muslim)

PN U W

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan 1ni.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal, 19 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
NCATATAN SIPIL KAB. MUSI RAWAS,

ORI, SH.



Nomor SOP . | 017/IKPTS/IDUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
P i\l
T
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \Q.(\\I 4
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN e
MUSI RAWAS Tanggal Revisi - | Januari 2022 H.Y. MORI, SH DARWIN, SE., M.Si JONI APRIANSYAH, S.IP., M.Si
FUNGSIONAL SUB
; _ ; KABID PELAYANAN
Tanggal Efektif : | Januari 2022 KEPALA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KOORDINATOR IDENTITAS
PENDUDUK
NamaSOP : | PEMBUATAN KK BARU (HILANG)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
- | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; i Hm:n_a:_xmq Min m:ﬁ“m%mﬁwﬂ&m_”
- Memahami pera
Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; Sl W g

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; - Mampu Mengoperasikan Komputer;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan:;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan:

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022

14. | tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022,tanggal 19 Januari 2022

15. | tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

@ Nl o olalw|n~

- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA Mutu Baku
_u::M”"uo:m_ Kabid Fungsional i
SOP PEMBUATAN KK BARU e Operator A Sub . Sistem et
waktu Output
(HILANG) Pemohon | Verifikator SIAK _AOoa_.:mng Pendaftaran Koordinator Kadis SIAK kelengkapan utp
Identitas Penduduk SIAK
Penduduk
Pemohon Datang dengan
membawa data diri seperti formulir
peristiwa kependudukan, ljazah,
copy buku nikah dan data : Data Diri
1| pendukung lainnya (Surat Ket. |( ) Berkas 5 Mentt Pemchon
Kehilangan Polisi). Front Office A
memberikan no antrian dan
mengarahkan ke Verifikator,
Verifikator memeriksa berkas fisik
5 pengajuan pelayanan jika lengkap Berkas 5 Menit Data yang
‘| maka selanjutnya diarahkan ke Alat Tulis Kantor Valid
operator SIAK.
Operator SIAK memeriksa berkas v
pemohon terhadap system jika
dinyatakan  memenuhi  syarat
makaberkas pemochon di entry xmws}wwﬂ Data yang
3. | pada system SIAK dan operator AHITPLES 10 Menit A
i Finger Print Valid
mencetak draft lalu membubuhi Alat Tulis Kant
paraf untuk selanjutnya diserahkan e
ke Fungsional Sub Koordinator
ldentitas Penduduk.
Fungsional Sub Koardinator ’

§ _nwsﬁmm _um:n_:a,:w melakukan Berkas 5 Menit Bakiaman
validasi dan regristasi pemohon Komputer terverifikasi
untuk kemudian membubuhi paraf Alat Tulis Kantor
Kepala Bidang membubuhi r Berkas

5. | parafsebagai bukti persetujuan Komputer 5 Menit ”.Mm””__ﬂ_nwﬂ
dokumen Alat Tulis Kantor
Fungsional Sub Koordinator SIAK / v

6. : sl —=F Komputer i Dokumen
Kabid PIAK melakukan verifikasi . 5 Menit ; ;
dokumen by system P\ Alat Tulis Kantor terverifikasi

; _ L
Kepala Dinas melakukansertifikasi Komputer : Dakumen

7. secara elektronik / / “._. Alat Tulis Kantor 5 Manit Tervalidasi
System SIAK menyerahkan Jaringan SMS atau

8. | dokumen kependudukan kepada Komunikasi 5 Menit Email
Pemohon. Data Notiffikasi




Nomor SOP . | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
& . el
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \d.aJ\llll
B PENCATATAN SIPIL KABUPATEN _
] Wm MUSI RAWAS Tanggal Revisi - | Januari 2022 H.Y. MORI, SH DARWIN, SE., M.Si JONI APRIANSYAH, S.IP., M.Si
= FUNGSIONAL SUB
; ; KABID PELAYANAN
Tanggal Efektif Januari 2022 KEPALA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KOOR Dﬂamp_“_ﬂ%r_wLWMZj‘_.)m
NamaSOP . | PEMBUATAN KK BARU (PERUBAHAN)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
.| Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; i __,_uhw_”m%h”ws_._. EMﬂmw:ywhm”MﬂMWmmr
g 1
- | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; & drmincuk .

- Mampu Mengoperasikan Komputer;

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil,

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

12 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
" | Rawas;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomaor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022

14. | tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Musi Rawas.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

15. | tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

@ |~ o alsalwin|s

- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
: 3 i ; d databas
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya WMMMMHMH;M_,_.NAM?WW o




AKTIVITAS/IPROSEDUR PELAKSANA Mutu Baku
T.:...M”.%:n_ Kabid Fungsional
SOP PEMBUATAN KK BARU i Operator = Sub i Sistem Ket
utput
(PERUBAHAN) Pemohon | Verifikator SIAK xoo_d.w_nﬁo_. Pendaftaran Koordinabor Kadis SIAK kelengkapan waktu Outpu
Identitas Penduduk SIAK
Penduduk
Pemohon Datang dengan
membawa data diri seperti formulir
peristiwa kependudukan, ljazah, A Data Diri
1. | copy buku nikah dan data - Y Berkas 5 Menit Pamohon
pendukung lainnya. Front Office
memberikan no  anfrian dan
mengarahkan ke Verifikator.
Verifikator memeriksa berkas fisik
2 pengajuan pelayanan jika lengkap Berkas 5 Menit Data yang
* | maka selanjutnya diarahkan ke / Alat Tulis Kantor Valid
operator SIAK,
Operator SIAK memeriksa berkas
pemohon terhadap system jika
dinyatakan memenuhi syarat Hoiias
makaberkas pemohon di  entry
3. | pada system SIAK dan operator _.Aoausm..q 10 Menit Deatn yang
f Finger Print Valid
mencetak draft lalu membubuhi Alat Tulls Kantor
paraf untuk selanjutnya diserahkan
ke Fungsional Sub Koordinator
ldentitas Penduduk.
Fungsional Sub Koardinator
Identitas Penduduk  melakukan Berkas g
4 validasi dan regristrasi pemohon Komputer Mt Hw.m”mmwmﬂ_
untuk kemudian membubuhi paraf Alat Tulis Kantor
Kepala ~ Bidang  membubuhi 4 Berkas y Dokumen
5. | parafsebagai bukti  persetujuan Komputer S Menit terverifikasi
dokumen Alat Tulis Kantor
Fungsional Sub Koordinator SIAK / y
6. | Kabid PIAK melakukan verifikasi / £ AP 5 Menit Bt i)
dokumen by system
E Kepala Dinasmelakukansertifikasi Komputer 5 Menit Dokumen
* | secara elektronik. I._. Alat Tulis Kantor Tervalidasi
System SIAK menyerahkan Jaringan SMS atau
8. | dokumen kependudukan kepada Komunikasi 5 Menit Email
Pemaohon. Data Notiffikasi




Nomor SOP o | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
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[]
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 %
8 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN o s o8 -
=] MUSI RAWAS Tanggal Revisi | Januari 2022 e H.Y. MORI, SH DARWIN, SE.. M.Si JONI APRIANSYAH, S.IP., M.Si
FUNGSIONAL SUB
. : ; KABID PELAYANAN
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KOORDINATOR IDENTITAS
PENDUDUK
NamaSOP . | PENERBITAN NIK DAN KK BARU BAGI PENDUDUK WAJIB KTP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; - ”__m_._a%"rm.._. Min »m“hmﬂw.w_m__wﬂ&mr
- Memahami peratur
- | Undang = undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Adriindik P 9

L Mampu Mengoperasikan Komputer;

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomar 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

PP No 96 Tahun 2018 fentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas,

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022

14. | tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

15. | tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas,
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

® Nl o |alslw|n|-

- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/IPROSEDUR PELAKSANA Mutu Baku
Fungsional E ol
SOP PENERBITAN NIK DAN KK Sub Kabid e Sal Ket
BARU BAGI PENDUDUK WAJIB Pemohon | Verifikator Cpsswior | Dporstor Koordinator Pendaftaran = Kadis s kelengkapan waktu Output
SIAK Rekam : Koordinator SIAK
KTP Identitas Penduduk SIAK
Penduduk
Pemohon Datang dengan
membawa data diri seperti formulir
peristiwa kependudukan, ljazah, Data Diri
1. | copy buku nikah dan data Berkas SMenit | oo ohon
pendukung lainnya. Front Office "
memberikan no  antian dan
mengarahkan ke Verifikator.
Verifikator memeriksa berkas fisik
5 | Pengajuan pelayananjika lengkap Berkas 5 Menit | Datayang
" | maka selanjutnya diarahkan ke Alat Tulis Kantor Valid
operator SIAK,
Operator SIAK melakukan
verifikasi biometrics serta
memeriksa berkas pemohon, jika Berkas
dinyatakan memenuhi syarat maka Komputer NIK
3. | diarahkan untuk pengentrian data Fi e 10 Menit
i inger Print Pemohon
oleh Operator SIAK danlalu dicetak Alat Tulis Kantor
draft dengan membubuhi paraf
pada berkas uniuk selanjutnya
diarahkan ke petugas perekaman
Petugas melaksanakan y
4 | perekaman untuk  selanjutnya Berkas 5 Menit Data yang
" | berkas di verifikasi Fungsional Sub Alat Perekaman valid
Koordinator Identitas Penduduk
Fungsional Sub Koordinator
5. Identitas Penduduk _melakukan * Berkas 5 Menit Dokumen
validasi dan regristrasi pemohon Komputer terverifikasi
untuk kemudian membubuhi paraf Alat Tulis Kantor
Kepala Bidang membubuhi Berkas
6. | parafsebagai bukti persetujuan Komputer 5 Menit %%Mﬂm,_ﬂmm:m_.
dokumen Alat Tulis Kantor
Fungsional Sub Koordinator SIAK / £
F : ; : Komputer ; Dokumen
uwﬂﬂﬁ ﬂwﬁﬂwﬁ:xm: verifikasi / H_m Alat Tulis Kantor | > MeMt | torverifikasi
g. | Kepala Dinas melakukansertifikasi Komputer 5 Menit | DPokumen
- | secara elektronik _ Alat Tulis Kantor Tervalidasi
System  SIAK  menyerahkan Jaringan SMS atau
9. | dokumen kependudukan kepada D Komunikasi S Menit Email
Pemohaon. Data Notiffikasi




Nomor SOP | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di vaq___ﬂmm.. Di Buat
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T
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 I
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN \\49\‘ 4
MUSI RAWAS Tanggal Revisi - | Januari 2022 <~ | H.Y.MORI, SH DARWIN, SE., M.Si JONI APRIANSYAH, S.IP., M.Si

KABID PELAYANAN

FUNGSIONAL SUB

Tanggal Efektif .| Januari 2022 KEPALA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KOORDINATOR IDENTITAS
PENDUDUK
NamaSOP : | PEMBUATAN KTP — EL (HILANG)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1875 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

- Pendidikan Min SMA/Sederajat;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

L Memahami peraturan tentang
Adminduk

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

- Mampu Mengoperasikan Komputer;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 fentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 fentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

@ |~ o |o|s|w|N|s

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Namor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil,

14,

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Musi Rawas.

15.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.

KETERKAITAN

PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

PERINGATAN

PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database

kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
" Fungsiona
Operator | Operator T TiRhana) SuLh v M:a : KET
SOP PEMBUATAN KTP-EL (HILANG) Pemohon | Verifikator M_>_A Moﬁx Koordinator Pendaftaran Koaedhaatnr kelengkapan | waktu Output
Identitas Penduduk Penduduk SIAK
Pemohon Datang dengan membawa Kartu —
Keluarga dan Surat Keterangan Kehilangan Bl 5 Menit
1. dari Kepoilisian. Front Office mengarahkan ke jl\ Pemochon
Verifikator. y
Verifikator memeriksa berkas fisik pengajuan \ Guine | Datayang
2. | pelayanan,jika lengkap maka diberikan paraf Alat Tulis Kantor 5 Menit Valid
untuk selanjutnya diarahkan ke operator SIAK. <
v Berkas
3 Operator  SIAK  melakukan  pengajuan } Komputer 5 Menit Data yang
" | pencetakan KTP-el melalui system SIAK. P Alst Tule Kantor Valid
Fungsional Sub  Koordinator  Identitas Y Berkas : Berkas
4. | Penduduk melakukan validasi dan regristrasi Komputer SMenit | 1o rverifikasi
pemohon untuk kemudian membubuhi paraf. Alat Tulls Kantor
. : ] : Berkas Berkas
5 Kepala Bidang Membubuhi Paraf sebagai bukti Kormputer 5 Menit X x
* | persetujuan cetak dokumen Alat Tulis Kantor terverifikasi
: s p Berkas Berkais
6 Fungsional Sub Koordinator SIAK / Kabid Ko rnubet 5 Menit o
| PIAK melakukan verifikasi dokumen by system Alat Tulis Kantor terverifikasi
Operator cetak melakukan cetak KTP-El untuk Berkas P
7. | selanjutnya diserahkan kepada bidang o \N,. xoauimq 5 Menit KTP-EL
pelayanan pendaftaran penduduk Alat Tulis Kantor
F ional  Sub  Koordinat Identit Berkas
ungsiona oordinator entitas o (i reeadke .
8. | Penduduk menerima dan memeriksa hasil 5 UOrngwz 5 Menit KTP-EL
cetak KTP-EL Kependudukan
Fungsional Sub  Koordinator  Identitas Dok )
9. | Penduduk menyerahkan dokumen | ) Kependudukan 1 Menit KTP-EL

kependudukan kepada Pemohan,




Nomor SOP ¢ | D17/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
-3 Fa
i
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \Qd/nlll.
B PENCATATAN SIPIL KABUPATEN /1
S} MUSI RAWAS Tanggal Revisi : | Januari 2022 H.Y. MORI, SH DARWIN, SE., M.Si JONI APRIANSYAH, 8.IP., M.Si
FUNGSIONAL SUB
y ) . KABID PELAYANAN
Tanggal Efektif .| Januari 2022 KEPALA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KOORDINATOR IDENTITAS
PENDUDUK
NamaSOP : | PEMBUATAN KTP - EL (BARU)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. ] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan; i um:&ﬂwm:, Min wzb_‘m&aﬂmﬁ_mﬂ
2. | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; [ w;%_.ﬂ&ﬂamm.: i
3. | Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 fentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; - Mampu Mengoperasikan Komputer;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan fata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
S. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
g. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah:
7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
g. | Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;
9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan:
10. [ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
12 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
" | Rawas;
13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
14. | tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor 017/KPTS/DUKCAPIL/2022,tanggal 19 Januari 2022
15. | tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
; Fungsional
Ouarator | Onuintne Fungsional Sub Kabid Mcu KET
SOP PEMBUATAN KTP-EL (BARU) Pemohon | Verifikator _M_M“A Mn_ﬁx Koordinator Pendaftaran Kogrdiniter kelengkapan | waktu Output
Identitas Penduduk Penduduk SIAK
Pemchon Datang dengan membawa Kartu . Data Diri
1. | Keluarga. Front Office mengarahkan ke |( ) Berkas SMenit | oomohon
Verifikator, [y
Verifikator memeriksa berkas fisik pengajuan Berkas ; Data yang
2. | pelayanan jika lengkap maka diberikan paraf Riat Tule Kastor 5 Menit Valid
untuk selanjutnya diarahkan ke operator SIAK. <
h 4 Berkas
5 | Operator  SIAK  melakukan  pengajuan : Komputer 5 Menit _umom ﬂwzm
" | pencetakan KTP-el melalui system SIAK. P\ Alat Tulis Kantor =
4
Fungsional Sub  Koordinator  Identitas A Berkas _ ;
4. | Pendudukmelakukan validasi dan regristrasi Komputer 5 Menit mm_,mm .
pemohon untuk kemudian membubuhi paraf. Alat Tulis Kantor terverifikasi
; . 2 Berkas Berkas
5 Kepala Bidang Membubuhi Paraf sebagai bukti Kemputer 5 Menit inkasi
* | persetujuan cetak dokumen Alat Tulis Kantor terverifikasi
" . 3 Berkas Berkas
5 Fungsional Sub Koordinator SIAK / Kabid Komputer 5 Menit ifikasi
" | PIAK melakukan verifikasi dokumen by system Alat Tulis Kantor terverifikasi
Operator cetak melakukan cetak KTP-El untuk Berkas )
7. | selanjutnya  diserahkan kepada bidang Vo Komputer 5 Menit KTP-EL
pelayanan pendaftaran penduduk Alat Tulis Kantor
Fungsional Sub  Koordinator Identit aikhe
ungsiona u oordinator entitas ot Komputer :
8. | Penduduk menerima dan memeriksa hasil .5 A 5 Menit KTP-EL
el RTEEL Kependudukan
Fungsional Sub  Koordinator  Identitas Gokurmen _
9. | Penduduk menyerahkan dokumen || ) Kppardudiion 1 Menit KTP-EL

kependudukan kepada Pemohan.




Nomor SOP . | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
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T
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \A.a-v\ y
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 27 -
MUSI RAWAS Tanggal Revisi .| Januari 2022 2 H.Y. MORI, SH DARWIN, SE., M.Si JONI APRIANSYAH, S.IP., M.Si
FUNGSIONAL SUB
Tanggal Efektif - | Januari 2022 KEPALA DINAS vmzmww_dﬂmmﬂwm_qmuccx xOOmUW_mﬂ%% me_,_q_;m
NamaSOP | PEMBUATAN KIA (HILANG)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; - Pendidikan Min SMA/Sederajat,
2, Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; I H%:ﬁwmmﬂ_ ER LT SETD
3. | Undang — undang Nomior 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; - Mampu Mengoperasikan Kamputer;
4. | PP No 96 Tahun 2018 fentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
g. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP} Administrasi Pemerintah:
7. | Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
Q. _um:,_._m_..__”_mnz. z_o 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

10. [ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
12. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
13. Mm«m_:qm: Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
awas;
14. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
16 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor.013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan
"_| Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Standar

17. Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

L Komputer dan Jaringan Intermet

- Alat Tulis Kantor
PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya ”MMMM_MMMM%LJM_MWWE%

PERINGATAN




AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
Fungsional Sub . Fungsional
Operator | Operator Koordinator ahid Sub KET
i i kel kapan | waktu Qutput
SOP PEMBUATAN KIA (HILANG) Pemohon | Verifikator SIAK Cetak Identitas vhhunhﬂhﬂ: W ardittar Kadis elengkap p
Penduduk SIAK
Pemohon Datang dengan membawa Kartu i B
Keluarga, copy akta kelahiran, Surat it ata Diri
% Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, ; Berkas SMenit | pomohon
Front Office mengarahkan ke Verifikator. y
Verifikator memeriksa berkas  fisik \
5 pengajuan pelayanan,jika lengkap maka mqumm 5 Menit Data yang
* | diberikan paraf untuk selanjutnya diarahkan Alat Tulis Kantor Valid
ke operator SIAK.
v
3 | Operator  SIAK  melakukan  proses i xwﬂw”mﬂ 5 Menit | D22 yang
" | pengajuan KIA melalui system SIAK. m / Alat Tulis Kantor Valid
Fungsional Sub Koordinator Identitas v Kot
4. _um:nzn_:_.n melakukan  validasi @m: Komputer 5 Mahit Baikas
regristrasi  pemohon  untuk  kemudian At Tulis. Kantor tewverifikasi
membubuhi paraf.
Berkas
Kepala Bidang Membubuhi Paraf sebagai 5 it mw-wmm .
S | bukt persetujuan cetak dokumen »EWM_.__H_L_MMHEH Menit | ierverifikasi
h 4
Fungsional Sub Koordinator SIAK / Kabid Berkas _ Qaikas
6. | PIAK melakukan verifikasi dokumen by Komputer SMenit | o erifikasi
system Alat Tulis Kantor
Kepala Dinasmelakukan sertifikasi secara Betine ; Berkas
7. slakironik. \ __no-:.uiwq 5 Menit tamablani
Alat Tulis Kantor
Operator cetak melakukan cetak KIA untuk Berkas )
8. | selanjutnya diserahkan kepada bidang \h Komputer 5 Menit KIA
pelayanan pendaftaran penduduk Alat Tulis Kantor
Fungsional Sub Koordinator Identitas o xm”.ﬁwwﬂ _
8. | Penduduk menerima dan memeriksa hasil = Pokunisn 5 Menit KIA
cetak KIA. Kependudukan
Fungsional Sub Koordinator Identitas
10. | Penduduk  menyerahkan  dokumen |( ) xmwmm__rﬂﬂﬂ% 1Menit | KIA

kependudukan kepada Pemohon.




Nomor SOP 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
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PENCATATAN SIPIL KABUPATEN il &
MUSI RAWAS Tanggal Revisi Januari 2022 H.Y. MORI, SH DARWIN, SE., M.Si JONI APRIANSYAH, S.IP.. M.Si
FUNGSIONAL SUB
i _ KABID PELAYANAN
Tanggal Efektif Januari 2022 KEPALA DINAS | Lo\ DAFTARAN PENDUDUK |  KOORDINATOR IDENTITAS
PENDUDUK
NamaSOP PEREKAMAN KTP-EL

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Pendidikan Min SMA/Sederajat;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang ~ undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

- Memahami peraturan tentang
Adminduk

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

- Mampu Mengoperasikan Komputer;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring,

@[N] o |afalwn]s

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan,

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomar 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

14.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

15.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.

PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database
kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/IPROSEDUR PELAKSANA Mutu Baku
Fungsional Sub Kabid
: it Operator Koordinator Fungsional Sub Ket
SOP PEREKAMAN KTP-EL Pemohon | Verifikator 5 g e Pendaftaran Koavdinbar SUAK kelengkapan waktu Output
Penduduk
Penduduk
Pemohon Datang dengan Data Diri
1. | membawa Kartu Keluarga. Front ( ) Berkas 5 Menit Parckon
Office mengarahkan ke Verifikator. A
Verifikator memeriksa berkas fisik
pengajuan pelayanan jika lengkap Berkas
2. | maka diberikan paraf untuk Alat Tulis Kantor 5 Menit Data yang Valid
selanjutnya diarahkan ke operator
perekaman.
v Berkas
Operator perekaman melakukan Komputer g
3: | perekaman KTP-el. / / Finger Print Lot b
Alat Tulis Kantor
Fungsional Sub Koardinator 4
ldentitas Pendudukmelakukan Berkas i i
% validasi dan regristrasi pemohon Alat Perekaman > Mang Cutn-yang Vekd
untuk kemudian membubuhi paraf
Kepala Bidang membubuhi X Berkas
5. | parafsebagai bukti persetujuan Komputer 5 Menit Dokumen
cetak dokumen Alat Tulis Kantor terverifikasi
Fungsional Sub Koordinator SIAK / Y —
6 Kabid PIAK melakukan ¥ 5 Menit Dokumen
" | pengecekan status perekaman Alat ._._.__h Kaie terverifikasi

PRR (Print_Ready Record)




Nomor SOP 1 | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
1 . * [
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \.ﬂdl\\l.
h PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 2 =
=~} MUSI RAWAS Tanggal Revisi : | Januari 2022 = H.Y. MORI, SH DARWIN, SE., M.Si JONI APRIANSYAH, S.IP., M.Si
FUNGSIONAL SUB
; ’ y KABID PELAYANAN
Tanggal Efektif > | Januari 2022 KEPALA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KOORDINATOR IDENTITAS
PENDUDUK
NamaSOP : | PEMBUATAN KIA (BARU)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Pendidikan Min SMA/Sederajat;
- Memahami peraturan tentang

N -

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang - undang Nomar 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Adminduk

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:;

- Mampu Mengoperasikan Komputer;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

Wi~ O s w

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

31,

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

12

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

13.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

14.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 65 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

15.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Penerbitan Kartu ldentitas Anak (KIA),

16.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Musi Rawas.

1.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas,

KETERKAITAN

PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

PERINGATAN

PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database

kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
Fungsional Sub . Fungsional
P Operator | Operator Koordinator P _Muﬁ“_ Sub indis | welanokansn | walkd Output KET
SOP PEMBUATAN KIA (BARU) Pemohon | Verifikator | ~'c Cutak iderititas whzninﬂ: Koordinator e
Penduduk SIAK
Pemohon Datang dengan membawa Kartu o
1 Keluarga, Copy Akta kelahiran. file fhoto P— 5 Menit Data Diri
* | (usia lebih dari 5 fahun). Front Office s Pemohon
mengarahkan ke Verifikator. 1
Verifikator ~ memeriksa  berkas fisik \ o A
pengajuan pelayanan jika lengkap maka erkas 5 Menit :
2 diberikan paraf untuk selanjutnya diarahkan Alat Tulis Kantor Valid
ke operator SIAK,
X Berkas
3 Operator SIAK  melakukan proses i Komputer 5 Menit Data yang
* | pengajuan KIA melalui system SIAK. m. / Alst Tulis Kantor Valid
Fungsional Sub Koordinator Identitas v Betkue
4 Penduduk  melakukan  validasi  dan Komputer 5 Menit Barkig
* | regristrasi  pemohon  untuk  kemudian Alat Tulis Kantor forie Tk
membubuhi paraf,
; : : Berkas Holkas
5 Kepala Bidang Membubuhi Paraf sebagai Kompluter 5 Menit | )
* | bukti persetujuan cetak dokumen Alat Tulis Kantor terverifikasi
v
Fungsional Sub Koordinator SIAK / Kabid Berkas ) Heriias
6. | PIAK melakukan verifikasi dokumen by Komputer 5 Menit torvinfiest
stem Alat Tulis Kantor
sy
Berkas
- | Kepala Dinasmelakukan serfifikasi secara \ Kompiter 5 Menit Berkas
" | elektronik. h tervalidasi
Alat Tulis Kantor
Operator cetak melakukan cetak KIA untuk Berkas )
8. | selanjutnya diserahkan kepada bidang /< Komputer 5 Menit KIA
pelayanan pendaftaran penduduk Alat Tulis Kantor
Fungsional Sub Koordinator Identita vkt
ungsiona u oordinator entitas o T _
9. | Penduduk menerima dan memeriksa hasil £ ch%n..m: 5 Menit KIA
et Rl Kependudukan
Fungsional Sub Koordinator Identitas T )
10. | Penduduk menyerahkan dokumen Uﬂ Kependudukan 1 Menit KIA

kependudukan kepada Pemohon.




Nomor SOP ;| 017/KPTS/IDUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
) ‘ -
¥
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \ﬁa.uﬂnl
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN \ ¥
MUSI RAWAS Tanggal Revisi - | Januari 2022 H.Y. MORI, SH DARWIN, SE., M.Si ASNAHWXTI, SE
FUNGSIONAL
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALA DINAS | ey MABD P UK | SUB KOORDINATOR
PINDAH DATANG
NamaSOP | PERMOHONAN PINDAH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

- Pendidikan Min SMA/Sederajat;

1. | Undang-Undang Nomeor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; .
= ; - Memahami peraturan tentang
2. | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Namor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; Adminduk
3. | Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; - Mampu Mengoperasikan Komputer;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Sfandar
" | Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
8 Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
" | pencatatan sipil;
9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
12 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
' | Rawas;
13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
14. | tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomar :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
15. | tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.

KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

- Komputer dan Jaringan Internet
L Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN

y . 5 e L _ / Pendataan dalam database
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA Mutu Baku
Fungsional :
: Fungsional
e Operator Sub Katid Sub Sistem Ket
SOP PERMOHONAN PINDAH Pemohon | Verifikator Koordinator Pendaftaran : Kadis kelengkapan waktu Output
SIAK : Koordinator SlAK
Identitas Penduduk SIAK
Penduduk
Pemohon Datang dengan
membawa Formulir permohonan Data Diri
1. | pindah, KK, KTP-el asli. Front || ) Berkas 5 Menit Pamahoh
Office memberikan no anfrian dan —
mengarahkan ke Verifikator,
Verifikator memeriksa berkas fisik
5 pengajuan pelayanan,jika lengkap Berkas 5 Menit Data yang
* | maka selanjutnya diarahkan ke / Alat Tulis Kantor Valid
operator SIAK.
Operator SIAK memeriksa berkas
pemohon terhadap system jika
dinyatakan ~ memenuhi syaral Biilas
makaberkas pemohon di entry
3. | pada system SIAK dan operator _mo«:ﬁim- 10 Menit Data yang
i Finger Print Valid
membubuhi paraf untuk Alat Tulis Kanto
selanjutnya  diserahkan ke I e ASos
Fungsional Sub Koordinator
Pindah Datang.
Fungsional ~ Sub  Koordinator
Pindah Datang melakukan validasi Berkas 4
4| dan regristasi berkas permohon Komputer B %hwﬂmﬂmm_ﬂ__
untuk kemudian membubuhi paraf, Alat Tulis Kantor
Kepala Bidang :._m:.,_u:v_.__._m h 4 Berkas - o —
5. | parafsebagai bukti persetujuan Komputer 5 Menit triar ket
dokumen. Alat Tulis Kantor
Fungsional Sub Koordinator SIAK / h 4
6. | kabid PIAK melakukan verifikasi / Z g SMenit | [DoKubeR
dokumen by system. Wi hare
7 Kepala Dinasmelakukan sertfikasi 1 Komputer 5 Menit Dokumen
' | secara elektronik. _ Alat Tulis Kantor Tervalidasi
System SIAK menyerahkan Jaringan SMS atau
8. | dokumen kependudukan kepada Komunikasi 5 Menit Email
Pemohon. Data Notiffikasi




Nomor SOP . | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
- ool QO
T
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \A-QJ\\I
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 2] ~
MUSI RAWAS Tanggal Revisi . | Januari 2022 H.Y. MORI, SH DARWIN, SE., M.Si ASNAHWATR SE
FUNGSIONAL
Tanggal Efektif - | Januari 2022 KEPALA DINAS nmzwwwﬁ}mmﬂwumuww_ucx SUB KOORDINATOR
PINDAH DATANG
NamaSOP PERMOHONAN DATANG

DASAR ch_c-.__ KUALIFIKASI PELAKSANA
- Pendidikan Min SMA/Sederajat;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan, ;
Lo j - Memahami peraturan tentang
- | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; Adminduk
Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Namor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; - Mampu Mengoperasikan Komputer;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:
PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 896 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas,

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

12 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
" | Rawas;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil,

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022

14. | tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

15. | tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.

@ Nl o |o|slw|n=

KETERKAITAN PERLENGKAFPAN/PERLENGKAPAN

L Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN

_ 4 . o . - ; Pendat dalam databas
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya xMﬁaMaﬂme%:mFM?ﬂv .




AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA Mutu Baku
Fungsional
: Fungsional
; Operator Sub fabid Sub Sistem Ket
SOP PERMOHONAN DATANG Pemohon | Verifikator Koordinator | Pendaftaran : Kadis kelengkapan waktu Output
SIAK : Koordinator SIAK
Identitas Penduduk SIAK
Penduduk

Pemohon Datang dengan

membawa Formulir permochonan Data Disi
1. | pindah, KK, KTP-el asli. Front |( ) Berkas 5 Menit Bsmahon

Office memberikan no antrian dan 1'\

mengarahkan ke Verifikator.

Verifikator memeriksa berkas fisik
2 pengajuan pelayanan,jika lengkap Berkas 5 Menit Data yang
" | maka selanjutnya diarahkan ke Alat Tulis Kantor Valid

operator SIAK,

Operator SIAK memeriksa berkas

by system, kemudian melakukan

penarikan data surat pindah dari

Dukcapil asal dan menerbitkan ey

surat keterangan datang
3. | (SKDWNI) serta melakukan proses mﬂ%ﬂwﬁﬂz 10 Menit Um,wmmﬂm_._u

dokumen kependudukan. Operator Alat .ﬁw__m Ko

membubuhi paraf untuk

selanjutnya diserahkan ke

Fungsional Sub Koordinator

Pindah Datang.

Fungsional Sub Koordinator

Pindah Datang melakukan validasi Berkas ’
4, dan regristasi berkas pemohon Komputer i *thmmﬁ_ﬂ,

untuk kemudian membubuhi paraf, Alat Tulis Kantor

Kepala Bidang membubuhi Berkas R —
5. | parafsebagai bukti persetujuan Komputer 5 Menit tetieeiing

dokumen. Alat Tulis Kantor

Fungsional Sub Koordinator SIAK / v
6. | Kabid PIAK melakukan verifikasi / ~— ol T i

dokumen by system. L
7 Kepala Dinasmelakukan sertifikasi Komputer 5 Menit Dokumen
* | secara elekironik. |._. Allat Tulis Kantor Tervalidasi

System SIAK menyerahkan Jaringan SMS atau
8. | dokumen kependudukan kepada Komunikasi 5 Menit Email

Pemohon. Data Nofiffikasi




Nomor SOP - | 017/KPTS/IDUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
o £ Y
' 3
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \QJH\II
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN o
r 3 T
MUSI RAWAS Tanggal Revisi | Januari 2022 H.Y. MORI, SH DARWIN, SE., M.Si MUZAYANAH, SH
FUNGSIONAL
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALADINAS | oo KABD P A buK | SUB KOORDINATOR
PENDATAAN PENDUDUK
NamaSOP | PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

" L Pendidikan Min SMA/Sederajat;
- M i t tent
- | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, >%=:.”_,_”w“”.__ Ld el

- | Undang — undang Nomoar 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, - Mampu Mengoperasikan Komputer;
. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2
3
4
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
6
7
8

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

9, | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan:

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022

14. | tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

15, | tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya WMMMM%NMMMMWM”MWA%E%




apakah cetak ¢ ki
ulang Okumen atau kroscek

Komputer
Alat Tulis Kantor

AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA BAYY MUTL
; KADIS Wantd
Fungsional Kabid KET
abi
sop vngmm»z PENDUDUKNON | S8 | oPD | PERANGKAT | Operator PR SO0 kelengkapan Qutput
RMANEN Pendataan | Terkait | DESA/KEL Cetak Pesduduk
3 - Penduduk
_ucznm_o:m_ Sub Koordinator Pendataan
enduduk datang ke OPD Terkait untuk Berkas S Mnn pate
melakukan koordinasi terkait data
penduduk non permanen 4
Kordinasi dilaksanakan dal
am hal untuk
Mmerekap data penduduk non permanen L__ i i dotn
yang  beium memiki  dokumon Alat Tulis Kantor
kependudukan Iy
M M”mwnu FH__M__ Sub Koordinator Pendataan Berkas
melakukan cek Komputer i Data yang Vald
__mwwﬁwm_wumm (Jota yang dimiliki - Alat Tulis Kantor | > Menit ¥
an i
kokifahar Oxat desa atau pegawai
ﬁm:mﬂo:m_ Sub Koordinator Pendataan z Berkas
..6...__._ caw_“- __.”,_%_mno}m: data penduduk Komputer 5 Menit Data yang Valid
nen  kepad _
Sl okt I, pada KABID Alat Tulis Kantor
KABID Pendaftaran
: Penduduk Berkas Dokumen
mﬂﬂ_muo:ﬂm: hasil pendataan penduduk \ Komputer S Menit Kependudukan
Permanen kepada Kepala Dinas / Alat Tulis Kantor
A
g
Arahan kepala dinas atag Hasil Laporan /U 5 Menit Data




Tanggal Efektif Januari 2022 KEPALA DINAS

KABID PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

Nomor SOP 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
-

)

L]
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN : V4
MUSI RAWAS Tanggal Revisi Januari 2022 H.Y. MORI, SH DARWIN, SE., M.Si MUZBYANAH, SH

FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
PENDATAAN PENDUDUK

NamaSOP PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KORBAN BENCANA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

L Pendidikan Min SMA/Sederajat;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

- Memahami peraturan tentang
Adminduk

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomar 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

- Mampu Mengoperasikan Koamputer;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

R T

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu ldentitas Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring,

8.

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaralan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2018 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

11,

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

12,

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

13.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

14,

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

15.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

16.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.

PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database

kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/PROSEDUR FELAICSANA MUTU BAKU
Fungsional Sub KABID Fungsional KET
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KORBAN Operator Operator Koordinator Sub
(0]
BENCANA Pemohon | ey Cetak Pendataan _ume:____.Hﬂ: Koordinator | APIE | Kelengkapan | Waldu e
Penduduk SIAK
Laporan warga korban bencana kepada Fungsional . Data Diri
i Sub Koordinator Pendataan Penduduk { ). Berkas < Msnit Pemohon
v
2 Berkas . Data yang
2 Operator SIAK memeriksa data korban bencana. D Alat Tulis Kantor 5 Menit Valid
" : h 4 Berkas
Fungsional Sub Koordinator Pendataan Penduduk : Berkas
3. A ; : - Komputer 5 Menit : 3
memverifikasi berkas fisik kortban bencana ; terverifikasi
Alat Tulis Kantor
- 5 - g Berkas
5 Kepala . Bidang Membubuhi Paraf sebagai bukti Kornputer 5 Menit mmqwmm ,
persetujuan cetak dokumen ! terverifikasi
Alat Tulis Kantor
y
6 Fungsional Sub Koordinator SIAK / Kabid PIAK Z Komputer 5 Menit Dokumen
~ melakukan verifikasi dokumen by system Alat Tulis Kantor terverifikasi
4 Berkas
: " ; . Dokumen
Kepala Dinas menandatangani sertifikasi secara Komputer ;
h elektronik / M Folitrrar 5 Menit Kependudukan
Kependudukan
Fungsional Sub Koordinator Pendataan Penduduk
8. menerima dan memeriksa hasil cetak dokumen \ x%:ﬂv_mm”w%ﬂ 5 Menit xmoohm.ﬁ_ﬂ%»ﬂm
kependudukan —/ LB e 5
g < Dokumen Dokumen
9. Fungsional Sub Koordinator Pendataan Penduduk n V Kependudukan 1 Menit Kependudukan

menyerahkan dokumen kependudukan




Nomor SOP | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
DINAS KEPENDUDUKAN DAN \Q/.
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 s g
MU RAWAS | Tanggal Revisi | | Januari 2022 = CHY.MORILSH |  RIKOARDIANTO, SP. M.Si

: | , KABID PR/AYANAN PENCATATAN | FUNGSIONAL SUB
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALA DINAS SIPIL KOORD. KELAHIRAN
NamaSOP | PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN (BARU) /4
DASAR HUKUM 14 KUALIFIKAST PELAKSANA

1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. | Undang - undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 20086 tentang administrasi kependudukan;
3. | Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4
5

.| PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintah,

7. | Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

9. | Permendagri No 108 Tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,
10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan,

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

12. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;

14, | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomar 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

15 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan
" | Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

16 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor “.o4S__A_u._..m,‘_uanbt__kmomm;m:nnm_..._ 9 Januari 2022 tentang Standar
* | Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas,

KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN
L Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN |
. ) N N o WL ; ) e | Pendataan dalam database
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya Wmmumw awwmxmm:mm_ AK)




untuk dilakukan cetak mandir oleh
pemohon;

ARTVITASPROSERR =~ | 2~ = PELAKSANA T - gel MUTU BAKU —
Fungsional ; Fungsional : KET
SOP PEMBUATAN AKTA £ operator Kabid Pelayanan : Sistem
Pemohon | Verifikator Sub Koord. Al Sub Koord. Kadis kelengkapan waktu Qutput
KELAHIRAN (BARU) SIAK Rl vmsomnmnm: Sipil SIAK SIAK
Pemohon Datang dengan membawa .
data diri seperti formulir pembuatan
akta kelahiran bertanda tangan dan
divalidasi  kelidesa, surat ket Data

1. | kelahiran/SPTJM Kelahiran,copy Berkas SMenit | Permohonan
buku nikah/SPTJM Perkawinan dan Pelayanan
data  Pendukung lainnya, Front
Office memberi nomor antrian dan »
mengarahkan ke verifikator
Verifikator memeriksa berkas fisik
pengajuan pelayanan, jika lengkap \

5 | maka  diberikan  paraf  untuk Berkas 5 Menit Dokumen

" | selanjutnya diarahkan ke operator Alat Tulis Kantor terverifikasi
SIAK;
Operator SIAK memeriksa berkas B . i
pemohon by system SIAK, Jika y Berkas
4 | dinyatakan lengkap, maka dilakukan / ~ N Kompuler 5 Menit Data yang
| entry data di system SIAK dan Alat Tulis Kantor Valid
dilakukan paraf operator pada
dokumen pengajuan.
Dokumen pengajuan di validasi oleh ;

4. | fungsional sub koordinator seksi Alat .wm_ﬂmvm.ms_oq 5 Menit Dokumen
kelahiran tervalidasi
Kepala Bidang membubuhkan paraf v
sebagai bukti persetujuan untuk Berkas . Dokumen

5. | selanjutkan dilakukan  pengajuan _ Alat Tulis Kantor S Menit tervalidasi
sertifikasi di system SIAK aleh
Operator SIAK;

Fungsional Sub Koordinator SIAK / : Dokumen

6. | Kabid PIAK melakukan verifikasi 7 Komputer 5 Merit | Temenfkasi

* | dokumen U.(. system; Alat Tulis Kantor by system
r Berkas Akta
7. | Kepala Dinas melakukan sertifikasi M. / Komputer 5 Menit Kelahiran
secara elektronik Dokumen
Pencatatan Sipil
W_\,mwm.ﬂ mﬂ.mxn_ _._:g____m_“m_:._gm Zmznxmm_ L SMS atau
erupa an/atau Email yang i k mail
8. | berisikan dokumen kependudukan xoB.H_ﬂ_”ﬁwM_dUmﬁm 1 Menit zw_axmm_




Nomor SOP 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
DINAS KEPENDUDUKAN DAN _ ! |
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | Tanggal Pembuatan 19 Januari 2022 \g..\ k . [
\ ol
MUSI RAWAS :
Tanggal Revisi Januari 2022 -~ H.Y. MORI, SH RIKO %D_\pzqo. SP., M.Si _“—»4._5_.__ SH
i ; KABID YANAN PENCATATAN FUNGSIONAL SUB
Tanggal Efektif Januari 2022 KEPALA DINAS SIPIL KOORD. KELAHIRAN
) . NamaSOP - . | PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN (HILANG) . :
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BSOS RN
2 Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomar 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
3. Undang — undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
S. PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
g. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintah;
7. | Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas,
12. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomar 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas,
14. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
15 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan
"_| Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
16 Surat Kepulusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Standar
' | Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
...... E : PERINGATAN D TGN PENCATATAN/PENDATAAN
: _ R . . . , g L i Pendataan dalam database
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/IPROSEDUR oy G PELAKSANA i 5 MUTU BAKU
Fungsional i Fungsional ;
SOP PEMBUATAN AKTA - operator Kabid Pelayanan " Sistem KET
KELAHIRAN (HILANG) Pemohon | Verifikator SIAK Sub xm.o_d. Pencatatan Sipil Sub Koord, Kadis SIAK kelengkapan waktu OQutput
= B g kelahiran SIAK S W
Pemohon Datang dengan membawa 3
data diri seperti formulir permohonan
dan surat keterangan kehilangan dari Data
1. | kepolisian, Front Office memberi “ Berkas 5 Menit Permohonan
nomor antrian dan mengarahkan ke Pelayanan
verifikatar +
Verifikator memeriksa berkas fisik 4
pengajuan pelayanan, jika lengkap \/
maka diberikan paraf untuk
2. | selanjutnya  divalidasi  oleh PP v SMenit | Dokumen
Fungsional Sub Koord. Kelahiran: < at Tulis Kantor erverifikasi
] SO Berkas
Dokumen pengajuan di validasi cleh 4
; _ ; ) Komputer ; Dokumen
3 ﬂﬁq_dmumﬂ_mwzzm_ sub koordinator seksi Alat Tulls Kantor 5 Menit tnisbosss
Kepala Bidang membubuhkan paraf v
sebagal bukti persetujuan untuk Berk
4. | selanjutkan dilakukan pencarian data _ _ Al ﬂ.ﬂm_... m_Mu t 5 Menit Dokumen
di system SIAK oleh Operator SIAK; il st tervalidasi
Operator SIAK memeriksa berkas
pemohon by system SIAK. Jika data Berkas Akt
5. | dinyatakan benar, maka dokumen Komputer 10 Menit _Aw_mrwm:
akan dikirim by System SIAK Alat Tulis Kantor
System SIAK mengirim Notifikasi
berupa SMS dan/atau Email yang Jari m—.mm mﬁw:
6. | berisikan dokumen kependudukan " g__“mum:o . 1 Menit N ﬁﬁﬂ_ .
untuk dilakukan cetak mandir oleh RETIIEREREL = N
pemahon; = N — ™ - ol




Nomor SOP 1 | 017/KPTS/DUKCAPIL2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
_

4 b
_

DINAS KEPENDUDUKAN DAN . \BJ. : |
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 —

e ¥ — ||_
MUSI RAWAS Tanggal Revisi | Januari 2022 z H.Y. MORI, SH RIKO ARDIANTO, SP., M.Si FRTILAH, SH
KABID PALAYANAN PENCATATAN | FUNGSIONAL SUB

Tanggal Efektif © | Januari 2022 KEPALA DINAS SIPIL KOORD. KELAHIRAN
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN (PERUBAHAN) V/4
/

NamaSOP

DASAR _._er;__ KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomar 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomior 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Undang — undang Nemor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintah;

Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; _
9. Permendagri No 108 Tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

12. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;

14. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan fata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

15 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan
"_| Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

16 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :01 7/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Standar
" _| Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

olalw|nl=

- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

e o T ~ PERINGATAN : T i PENCATATAN/PENDATAAN
T Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/IPROSEDUR ] B PELAKSANA MUTU BAKU
Fungsional g Fungsional y
SOP PEMBUATAN AKTA i operator Kabid Pelayanan . Sistem KET
KELAHIRAN (PERUBAHAN) Pemohon | Verifikator SIAK m_”_c _A..uo_.n_. Pencatatan Sipil Sub Koord. Kadis SIAK kelengkapan waktu Output
by, T elahiran SIAK S5,
Pemohon Datang dengan membawa L | = -
data diri seperti formulir pembuatan
akta kelahiran bertanda tangan dan
divalidasi  kelldesa, surat ket Data
1. | kelahiran/SPTIM  Kelahiran,copy .|.L_ Berkas 5Menit | Permohonan
buku nikah/SPTJM Perkawinan dan Pelayanan
data Pendukung perubahan, Front
Office memberi nomor antrian dan
mengarahkan ke verifikator
Verifikator memeriksa berkas fisik
pengajuan pelayanan serta \
melakukan pengecekan arsip BerkasPemohon Biskirt
2. | dokumen, jika lengkap maka < Alat Tulis Kantor 15 Menit T S
diberikan paraf untuk selanjutnya Dokumen Arsip
diarahkan ke operator SIAK;
Operator SIAK memeriksa berkas I
pemohon by system SIAK. Jika Berkas
3 dinyatakan lengkap, maka dilakukan ) : Komputer 5 Menit Data yang
" | edit data di system SIAK dan Alat Tulis Kantor Valid
dilakukan paraf operator pada
dokumen pengajuan.
F
Dokumen pengajuan di validasi oleh Baikas
4, | fungsional sub koordinator seksi Alat Tulis Kantor 5 Menit Dokumen
kelahiran tervalidasi
Kepala Bidang membubuhkan paraf &
sebagai bukti persetujuan untuk
5, | selanjutkan dilakukan pengajuan ... PR
sertifikasi di system SIAK oleh
Operator SIAK;
ﬂc:nnm-oﬂﬁvw:a Koordinatar SIAK / y BEkifies
6. abi Em_m_.xcxmu verifikasi w / Komputer 5 Menit Tervsiikssi
dokumen by system;, Alat Tulis Kantor by system
Kepala Di lakukan sertifik H: ot AN
epa inas melakukan sertifikasi Komputer : ;
7. secara elektronik A Dokumen = M Helibinan
Pencatatan Sipil
System  SIAK mengirim Notifikasi
berupa SMS dan/atau Email yang 4 Jari m_,mm m_ﬂwr_
8. | berisikan dokumen kependudukan el | 4 e z&ﬂﬂwm_
untuk dilakukan cetak mandiri oleh
pemochon;




Nomor SOP : | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
Ll
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | - | 19 Januari 2022 Qv — . \@BK
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | — = : e
MUSI RAWAS Tanggal Revisi :| Januarn 2022 H.Y. MORI, SH x__AOw%D_b,z._.O_ SP., M.Si =—TRENA AULI,SE, MM
FUNGSIONAL SUB KOORD.
; ) - BID PELAYANAN PERUBAHAN STATUS ANAK,
Tangest Erekdir | moua 202 REEALA LIRS PENCATATAN SIPIL PEWARGANEGARAAN DAN
KEMATIAN
) - | NamaSOP . . | PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI S Ny -
= - DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan: [
3. | Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, _
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; _
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
g. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prasedur
(SOP) Administrasi Pemerintah;
7. | Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak:
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. | Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:
10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas:
12. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
14. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
15 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan
" _| Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
16 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Standar
"_| Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

L Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




[ AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA W % MUTU BAKU
Fungsional
Sub Koord. E L {
Perubahan ungsiona . KET
o vﬂ—mﬂﬂﬂﬂpb_ AISTR Pemohon | Verifikator oumm.wshoq Status Anak, ﬂnu_nnw%.mm_.ww_wmm._.. Sub Koord. Kadis mm_ﬂwoh,_ kelengkapan waktu Output
Pewarganega o P SIAK
raan Dan
Kematian
Pemohon Datang dengan membawa
data diri seperti formulir pembuatan
akta kematian bertanda tangan dan Data
1 a_:m__n_mm_ kelldesa, surat ket Bakug 5 Menit Permohonan
kematian dan data Pendukung _ _ Pelayanan
lainnya . Front Office memberi nomor —
antrian dan  mengarahkan ke 4
verifikator
Verifikator  kelengkapan  berkas
memenksa berkas fisik pengajuan
> pelayanan, jika lengkap maka Berkas 5 Menit Dokumen
" | diberikan paraf untuk selanjutnya Alat Tulis Kantor terverifikasi
diarahkan ke operator SIAK;
Operator SIAK memeriksa berkas
pemohon by system SIAK., Jika 4 Berkas
3 dinyatakan lengkap, maka dilakukan / i ) Komputer 5 Menit Data yang
" | enfry data di system SIAK dan Alat Tulis Kantor Valid
dilakukan paraf operator pada
dokumen pengajuan, . B ) ) N
Dokumen pengajuan di validasi oleh L
Fungsional Sub Koord. Perubahan Berkas 2
4. Status Anak, Pewarganegaraan Dan Alat Tulis Kantor o Manit Uowc.:.m:'
i tervalidasi
Kematian
Kepala Bidang membubuhkan paraf v
sebagai bukti persetujuan untuk Hiuiiche Dokumen
5. | selanjutkan dilakukan  pengajuan i 5 Menit SR
sertifikasi di system SIAK oleh et Tu i mtor i)
Operator SIAK;
r
Fungsional Sub Koordinator SIAK / 7 Dokumen
6. | Kabid PIAK melakukan verifikasi At mpuer | 5Menit | Terverifikasi
dokumen by system; by system
i Berkas Akta
7. | Kepala Dinas melakukan sertifikasi / Komputer 5 Mgkt K rritian
secara elektronik Dokumen
Pencatatan Sipil
System SIAK mengirim  Notifikasi SMS at
berupa SMS dan/atau Email yang 4 Jaringan . mz,_w__w:
B. | berisikan dokumen kependudukan Seorenlidegl Dits 1 Menit Notifikasi

untuk dilakukan cetak mandiri oleh
pemohon;
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PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ZE —
MUSI RAWAS Tanggal Revisi © | Januari 2022 £ H.Y. MORI, SH m_xO\ﬂa DIANTO, SP., M.Si AGUS mm.“._b,,?)z_ S.IP., MAP
FUNGSIONAL SUB KOORD.
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALA DINAS vmmmﬂﬂmﬂﬂﬁww PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN
N NamaSOP | AKTA PERKAWINAN -

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomaor 35 Tahun .Nn._m qmznm:n Pedoman _um=<=m_._:m: Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemetrintah;

Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang _um_mw.m:m: Administrasi Kependudukan Secara Daring,

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan
Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN
. Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
Ay PERINGATAN e uyE PENCATATAN/PENDATAAN

| Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database
kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/IPROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU
Fungsional
Sub Koord. y Fungsional ; KET
SOP PEMBUATAN AKTA o : bid P : istem
PERKAWINAN Pemohon | Verifikator oum.ﬂﬂmoq 125@,.2_:2._ __MM: M_ 4t h_wm_‘mmm.www__ﬂ m:_um__.apo%.,n_. Kadis wwm_wz kelengkapan waktu Output
Perceraian
Pemohon Datang dengan membawa
data diri sepertiformulir pembuatan
akta perkawinan bertanda tangan Data
1. | dan divalidasi kel/desa, dan data Berkas 5 Menit Permahonan
Pendukung lainnya. Front Office g “ Pelayanan
memberi  nomor  antrian  dan ry
| | mengarahkan ke verifikator ) - e o e
Verifikator  kelengkapan  berkas iE
memeriksa berkas fisik pengajuan
o | pelayanan, jika lengkap maka \/ Berkas & Wenit Dokumen
" | diberikan paraf untuk selanjutnya Alat Tulis Kantor terverifikasi
diarahkan ke operator SIAK; /\
Operator SIAK memeriksa berkas
pemchon by system SIAK. Jika Berkas
3 dinyatakan lengkap, maka dilakukan _.IIN i Komputer 5 Menit Data yang
‘| entry data di system SIAK dan i Alat Tulis Kantor Valid
dilakukan paraf operator pada
dokumen pengajuan.
Dokumen pengajuan di validasi cleh h 4 R
4. | fungsional sub koordinator seksi Alat Tulis Kantor 30 Menit Dokumen
Perkawinan dan Perceraian tervalidasi
Kepala Bidang membubuhkan paraf
sebagai bukti persetujuan untuk v chx.n“__“.hwmw
5 selanjutkan  dilakukan  pengajuan Berkas 5 Menit Broees
* | sertifikasi di system SIAK ocleh Alat Tulis Kantor
QOperator SIAK  dal lanjutnya umnnmwm,ﬁm_..
{35 ;S perkawinan
dilakukan pencatatan perkawinan.
Fungsional Sub Koordinator SIAK / Biskimen
Kabid PIAK melakukan verifikasi Komputer ; : ;
6. dokumen by system;, Alat Tulis Kantor 3 Menit a_w:_m:mrmm_
v system
S Berkas
g . ; Akta
Kepala Dinas melakukan sertifikasi d Komputer , :
L secara elektronik e Dokumen % bt Fstnsrie
Pencatatan Sipil
System SIAK mengirim Notifikasi
berupa SMS dan/atau Email yang - R —— m_,mw:M”_m:
8. | berisikan dokumen kependudukan xoazammm_om_m 1 Menit Notiftkel
untuk dilakukan cetak mandiri oleh
pemohon;




DASAR HUKUM

Nomor SOP - | 017/KPTS/IDUKCAPIL2022 |  Disahkan Di Periksa Di Buat
;
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \Dd;\] . Sos 4
Hﬂ_mwmwﬂ_.%mz SIPIL KABUPATEN | 1, 0caiRevisi | | Januar 2022 | H.Y.MORI, SH | RIKOABDIANTO, SP.,MSi | AGUS SETIAWAN, S.IP., MAP
Tanggal Efektt |- | Januar 2022 KEPALADINAS | JRABID PELAVANAN | TS oA
PERCERAIAN
NamaSOP [ AKTA PERCERAIAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemetintah;

Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nornor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan,

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor;013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan
Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. ]l

PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
i WIPEAT PERINGATAN ; PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database

kependudukan (SIAK)




AKTIVITASIPROSEDUR : . i ~ PELAKSANA MUTU BAKU i
Fungsional
Sub Koord. i Fungsional :
SOP PEMBUATAN AKTA e operator x Kabid Pelayanan g Sistem KET
PERCERAIAN Pemohon | Verifikator SIAK vqum.m__.._:m: Pencatatan Sipil w:aw_ﬂo%a. Kadis SIAK kelengkapan waktu Qutput
Perceraian
Pemohon Datang dengan membawa
data diri seperti formulir pembuatan
akla perceraian bertanda tangan dan Data
1. | divalidasi  kelldesa, dan data Berkas 5 Menit Permohonan
Pendukung lainnya. Front Office _ __ Pelayanan
memberi  nomor  antian  dan %
mengarahkan ke verifikator
Verifikator  kelengkapan  berkas v
memeriksa berkas fisik pengajuan
> pelayanan, jika lengkap maka \/ Berkas 5 Menit Dokumen
" | diberikan paraf untuk selanjutnya Alat Tuls Kantor terverifikasi
diarahkan ke operator SIAK; \
| Operator SIAK memeriksa berkas - - . 0 - . T
pemohon by system SIAK., Jika Berkas
dinyatakan lengkap, maka dilakukan : Kemputer 5 Data yang
3 |entry data di system SIAK dan / : X Alat Tuls Kantor | 2 Menit Valid
dilakukan paraf operator pada
dokumen pengajuan.
Dokumen pengajuan di validasi oleh y Berk
4. | fungsional sub koordinator seksi ‘ Alat T __mmxw o 30 Menit Dokumen
Perkawinan dan Perceraian s tervalidasi
Kepala Bidang membubuhkan paraf
sebagai bukti persetujuan untuk h 4 Berkas Dokumen
5. | selanjutkan dilakukan  pengajuan Alat Tulis Karitor 5 Menit tervalidasi
sertifikasi di system SIAK oleh Gl &
Operator SIAK .
Fungsional Sub Koordinator SIAK / i T
Kabid PIAK melakukan verifikasi [\. Komputer " : i
& dokumen by system: Alat Tulis Kantor W Menit 4M2m=:xmm_
¥ system
Berkas
Kepala Dinas melakukan seriifikasi E Komputer : Akta
T secara elektronik m Dokumen S Menit Perceraian
e Pencatatan Sipil
System SIAK  mengirim Notifikasi
berupa SMS dan/atau Email yang g Jaringan m,mm..w“_m:
8. | berisikan dokumen kependudukan Komunikasi Data 1 Menit Notifikasi

untuk dilakukan cetak mandiri oleh
pemohon;




Nomor SOP - | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Oissbikan Di Periksa Di Buat
1
DINAS KEPENDUDUKAN DAN i o N \\A.@.\ : \ﬁ.s&l.!iw
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN T I ) : . \ S (e s
anggal Revisi | Januari 2022 H.Y.MORI. SH | RIKOABDIANTO, SP. M.Si RENA AULL.SE, MM
MUSI RAWAS .
FUNGSIONAL SUB KOORD.
. | | BID PELAYANAN PERUBAHAN STATUS ANAK,
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL PEWARGANEGARAAN DAN
KEMATIAN
NamaSOP [ AKTA PENGANGKATAN ANAK i
- DASAR HUKUM FLep KUALIFIKAS] PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; )
Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah:
Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Farmulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
9. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas, |
10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas,
12. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil; ] —
13 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi RawasNomor 18/KPTS/DUKCAPIL/2019 tentang Penetapan Standar
__| Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :48/KPTS/Dukcapil/2021 tentang Penetapan Standar

| Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; e SEENE—
1 KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

B lon L] G R

- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

=y PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




e AKTIVITAS/IPROSEDUR - PELAKSANA MUTU BAKU e
Fungsional Sub :
SR, Kabid Fungsional
SOP PEMBUATAN AKTA o= operator Perubahan Pelayanan : Sistem KET
PENGANGKATAN ANAK Pemohon | Verifikator SIAK | ADB Status Anak, Panoatatiis m:MWo%E. Kadis SIAK kelengkapan waktu Output
Pewarganegaraa Sipil
n Dan Kematian
Pemohon Datang dengan membawa
data diri seperti formulir pembuatan
akta pengangkatan anak bertanda Bl
tangan dan divalidasi kel/desa, Fc )

1. | salinan Penetapan Pengadilan dan ] Berkas 5 Menit uwwﬁcroamz
data Pendukung Ilainnya , Front Iy yanan
Office memberi nomor antrian dan
mengarahkan ke verifikator .. e

i Verifikator  kelengkapan  berkas
memeriksa berkas fisik pengajuan

2 pelayanan, jika lengkap maka Berkas 5 Menit Dokumen

" | diberikan paraf untuk selanjutnya Alat Tulls Kantor terverifikasi
diarahkan ke operator SIAK/ADB;

Operator  SIAK/ADB ~ memeriksa B
berkas pemohon by system SIAK. 4 Berkas

3 Jika dinyatakan lengkap, maka ) ) Komputer 5 Menit Data yang

' | dilakukan entry data di system SIAK Alat Tuls Kantor Valid
dan dilakukan paraf operator pada
dokumen pengajuan.

Dokumen pengajuan di validasi oleh

4 fungsional Sub Koord. Perubahan Berkas 5 Menit S T

‘| Status Anak, Pewarganegaraan Dan Alat Tuls Kantor T =
Kematian asi
Kepala Bidang membubuhkan paraf
sebagal bukti persetujuan untuk

i i i Berkas : Dokumen

5. | selanjutkan dilakukan  pengajuan . 5 Menit men
sertifikasi di system SIAK oleh Alat Tuls Kantor tervalidasi
Operator SIAK/ADE;

Fungsional Sub Koordinator SIAK /
6 Kabid PIAK melakukan verifikasi \ Komputer 5 Menit ﬂwﬁ_wcnﬂ_whm_
dokumen by system; Alat Tuls Kantor ety
J Berkas Akta
7 Kepala Dinas melakukan sertifikasi Komputer 5 Menit Pengangkat
| secara elektronik Dokumen an Anak
Pencatatan Sipil
System SIAK mengirim  Notifikasi ;
berupa SMS dan/atau Email yang ik m_,mm._mw_m_:

8. | berisikan dokumen kependudukan ” :mq__”“wm:UEm 1 Menit B ﬁ.m”_ !
untuk dilakukan cetak mandiri oleh omunikasi otiikast
pemohon;




Nomor SOP 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
b
T t i \g\ %
DINAS KEPENDUDUKAN DAN anggal Pembuatan 19 Januari 2022 o = @Lf\l
== == —— = i !
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | 1.040a1 Revisi Januari 2022 7| HY.MORISH | RIKOAKDIANTO. SP. M.Si RENA AULI,SE, MM
MUSI RAWAS r
FUNGSIONAL SUB KOORD. |
. : BID PELAYANAN PERUBAHAN STATUS ANAK, |
TANGON] Eve ity Janugn 2022 RERALS DINAS ENCATATAN SIPIL PEWARGANEGARAAN DAN |
KEMATIAN
NamaSOP . | AKTA PENGAKUAN ANAK ———— .
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; B
3. | Undang — undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
" | Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
7 | Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
" | pencatatan sipil;
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
| 9. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan:
1 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
" | Rawas,
12. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;, _
13 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi RawasNomor 18/KPTS/DUKCAPIL/2019 tentang Penetapan Standar
' | Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
14 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :48/KPTS/Dukcapil/2021 tentang Penetapan Standar
| | Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; D
[ 2 KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN |

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database
kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/PROSEDUR _ PELAKSANA grmaares MUTU BAKU
Fungsional Sub s =
Koord. api :
SOP PEMBUATAN AKTA = ORBTRIOE | e bahan Pelayanan | Fungsional : Sistem KET
PENGAKUAN ANAK Pemohon | Verifikator m.a_,.w_w__ Status Anak, Bercatatan Sub Koord. Kadis SIAK kelengkapan waktu Output
Pewarganegaraa Sipil SIAK
n Dan Kematian
Pemohon Datang dengan membawa
data diri seperti formulir pembuatan
akta Pengakuan Anak bertanda Data
1. | tangan dan divalidasi kel/desa, dan _ _ Berkas 5 Menit Permohonan
data Pendukung lainnya , Front __L Pelayanan
Office memberi nomor antrian dan b
mengarahkan ke verifikator
Verifikator  kelengkapan  berkas
memeriksa berkas fisik pengajuan
pelayanan, jika lengkap maka Berkas x Dok
2. diberikan paraf untuk selanjutnya Alat Tulis Kantor 3 Menit _mam_nmm.__nﬂﬂ_
diarahkan ke operator SIAK/ADB;
| Operator SIAK/ADB  memeriksa = = = =
berkas pemchon by system SIAK. E Berkas
Jika dinyatakan lengkap, maka m Kompute . Dat.
3. dilakukan entry data di system SIAK T & Alat ._.:_M _Am-.,_ﬁoq 5 Menit m<mmmmzn
dan dilakukan paraf operator pada
dokumen pengajuan.
Dokumen pengajuan di validasi oleh 4
fungsional Sub Koord. Perubahan Berkas
4. | status Anak, Pewargan D i 5 Menit Dokumen
; ; ganegaraan Dan Alat Tulis Kantor e
Krrdbans tervalidasi
Kepala Bidang membubuhkan paraf i
sebagai bukti persetujuan untuk
5. | selanjutkan  dilakukan  pengajuan Berkas 5 Menit Dokumen
seflifikasi di system SIAK oleh Alat Tulis Kantor tervalidasi
Operator SIAK/ADE;
Fungsional Sub Koordinator SIAK /
6 Kabid PIAK melakukan verifikasi m Komputer _ oncim:.
* | dokumen by system; Alat Tulis Kantor 5 Menit Terverifikasi
by system
v Berkas Akt
7 Kepala Dinas melakukan sertifikasi m _Ao”s_ﬁ:._#mq . vm:mm”_..m:
| secara elektronik Dokumen 3 Menit Anak
Pencatatan Sipil
System SIAK mengirim Notifikasi
berupa SMS dan/atau Email yang 4 ; SMS atau
8. | berisikan dokumen kependudukan cwmq._:um,n 1 Menit Email
Komunikasi Data Natifikasi

untuk dilakukan cetak mandiri oleh
pemohon;
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \g\\i . \ﬂf

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN — -~ —— =
MUSI RAWAS Tanggal Revisi | vanuariz22 7 | HY.MORI SH | RIKO HDIANTO, SP. MSi | == RENA AULI,SE, MM
FUNGSIONAL SUB KOORD.
: . . BID PELAYANAN PERUBAHAN STATUS ANAK,
TOQ CRL R HERBLA DitlnS PENCATATAN SIPIL PEWARGANEGARAAN DAN
KEMATIAN

AKTA PENGESAHAN ANAK ; , =

NamaSOP B _ -
KUALIFIKASI PELAKSANA

ETs Tl : DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

.| PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2018 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prasedur

(SOP) Administrasi Pemerintah;

.| Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kariu ldentitas Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

9. | Permendagri No 108 Tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nornor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan,

11. | Peraturan Daerah Kabupaien Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

12. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas; |

14. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil,

15 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan
' | Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Standar

| 16 Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

. Komputer dan Jaringan Internet

- Alat Tulis Kantor

PERINGATAN . / PENCATATAN/PENDATAAN
" .y - . e . U

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya WMMMM%LM&MM_MM_MNMW ase

IR P R S P




_pemahon;

untuk dilakukan cetak mandiri oleh

_AKTIVITAS/IPROSEDUR PELAKSANA TE MUTU BAKU ol
Fungsional Sub e : =
Koord ani P
% Fungsional g
SOP PEMBUATAN AKTA : operator Perubahan Pelayanan : Sistem KET
PENGESAHAN ANAK Pemohon | Verifikator SIAK Status Anak, Pericatatun Sub Koord. Kadis SIAK kelengkapan waktu Output
Pewarganegaraa Sipil SIAK
n Dan Kematian
Pemohon Datang dengan membawa
data diri seperti AKTA anak Ibu asli,
formulir pembuatan akta pengesahan
anak bertanda tangan dan divalidasi Data
1. | kel/desa, surat ket kelahiran, copy Berkas 5 Menit Permahonan
buku nikah dan data Pendukung Pelayanan
lainnya. Front Office memberi nomor _ “
antrian  dan  mengarahkan ke Yy
verifikator
Verifikator  kelengkapan  berkas v
memeriksa berkas fisik pengajuan
> u.m_mxm:m:. jlka lengkap maka \ / Berkas 5 Menit Dokumen
‘| diberikan paraf untuk selanjutnya Alat Tulis Kantor terverifikasi
diarahkan ke operator SIAK;
Operator SIAK memeriksa berkas
pemochon by system SIAK. Jika ! Berkas
dinyatakan lengkap, maka dilakukan Komputer ; Data yang
3. | entry data di system SIAK dan AL : 8 Alat Tulis Kantor | > Menit Valid
dilakukan paraf operator pada
dokumen pengajuan. o afid N A
Dokumen pengajuan di validasi oleh ‘
Fungsional Sub Koord. Perubahan Berkas i
4. w”mﬂﬂm Anak, Pewarganegaraan Dan Alat Tulis Kantor S Menit _uo__E.Bm:.
Waiuitian tervalidasi
Kepala Bidang membubuhkan paraf
sebagai bukii persetujuan untuk h 4 Bérkss Y —
5. | selanjutkan dilakukan  pengajuan Alat Tulis Kant 5 Menit t idasi
sertifikasi di system SIAK oleh P R ROK Sl
Operator SIAK;
Fungsional Sub Koordinator SIAK / 4 Dokumen
6. | Kabid PIAK melakukan verifikasi " Kemputar 5Menit | Tererifikasi
dokumen by system;, At Tuls oantar by system
. ; : v Berkas Akta
7 MM%M_M mWﬁMM:_ﬂJm_mxcxm: Ll D Komputer 5 Menit Pengesahan
Dokumen Akta Anak
System SIAK mengirim  Notifikasi
berupa SMS dan/atau Email yang ! e o w_,mwdwﬁw:
8. | berisikan dokumen kependudukan xo_:.._:ﬁxmum_ Data 1 Menit Notifikasi




_
Nomor SOP - | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
¥
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 ;\ — \& . wh
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN \\\\\ : S —et
MUSI RAWAS Tanggal Revisi .| Januari 2022 H.Y. MORI, SH RIKO &O_}Z._.O_ SP.,MSI 1 RENA AULILSE, MM
FUNGSIONAL SUB KQORD.
. . , BID PELAYANAN PERUBAHAN STATUS ANAK,
Tanggal Efektif +| Januari 2022 KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL PEWARGANEGARAAN DAN |
KEMATIAN _
e ~ |NamaSOP || AKTA PERUBAHAN STATUS PEWARGANEGARAAN R |
. ~ DASAR HUKUM - KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
Undang — undang Nomor 16 Tahun 20189 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2018 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintah;

: Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu dentitas Anak;
- | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring:

9. | Permendagri No 108 Tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; _

10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; |

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas; [

12. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

14, | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

15 Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan
‘| Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas,

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januaii 2022 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

- Komputer dan Jaringan Internet
L Alat Tulis Kantor

] PERINGATAN . - PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya __M.MMMMM.MMHM mmq_#mAzm,__Mﬂvm e

@IN| @ |alslwln] -

16.




untuk dilakukan cetak mandiri oleh
pemohon;

i >_A._._<_ﬁ>m.i.mnmm.m._ucm - Ty PELAKSANA 3 MUTU BAKU
SOP PEMBUATAN AKTA Fungsional . Fungsional 3 B | (NRCEEL
PERUBAHAN STATUS Pemohon | Verifikator | PPe™#" | Sub Koord. | k20! wm_m<mam.ﬂ_ Sub Koord, | Kadis m%wﬂs kelengkapan | waktu | oOutput | KET

| PEWARGANEGARAAN kelahiran | * °"caraan Sipl SIAK Bt

Pemohon Datang dengan membawa i N

data diri seperti formulir pembuatan

akta perubahan status Data

kewarganegaraan bertanda tangan .

1 dan divalidasi kel/desa, dan data k Berkas 5 Menit v_w:_:o:osmz
Pendukung lainnya , Front Office = SREES
memberi nomor antrian dan
mengarahkan ke verifikator
Verifikator  kelengkapan  berkas
memeriksa berkas fisik pengajuan \

| pelayanan, jika lengkap maka Berkas 5 Menit Dokumen

" | diberikan paraf untuk selanjutnya Alat Tulis Kantor terverifikasi
diarahkan ke operatar SIAK/ADE;

Operator SIAK/ADB  memeriksa
berkas pemochon by system SIAK, A Berkas

3 Jika dinyatakan lengkap, maka / Komputer 30 Menit Data yang

* | dilakukan entry data di system SIAK * e Alat Tulis Kantor it Valid
dan dilakukan paraf operator pada
dokumen pengajuan. - i - A S
Dokumen pengajuan di validasi oleh A
fungsional sub koordinator Berkas ;

* Perubahan Status Anak, Alat Tulis Kantor i HDoxJﬂaz.
Pewarganegaraan dan Kematian. A
Kepala Bidang membubuhkan paraf -
sebagal bukli persetujuan untuk

5. | selanjutkan dilakukan pengajuan P i PN 5Menit | ookimen
sertifikasi di system SIAK oleh LT Tt abl
Operator SIAK/ADB;

Fungsional Sub Koordinator SIAK / \ Haiainne
Kabid PIAK melakukan verifikasi m Komputer ; . ;
6. 2 . 5 Menit Terverifikasi
dokumen by system; Alat Tulis Kantor by Bt
s Akta
d Berkas Perubahan
7 Kepala Dinas melakukan sertifikasi Komputer 5 Menit Status
| secara elektronik Dokumen ki Pewarganeg
Pencatatan Sipil araan
System SIAK mengirim Notifikasi = — = === =
berupa SMS dan/atau Email yang Jaringan wﬂw._w_.nwc
8. | berisikan dokumen kependudukan Worer bt Pae 1 Menit Notifikasi
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN '
_ PENCATATAN SIPIL KABUPATEN Tanggal Pembuatan 19 Januari 2022 \\Odd\lnm
T ] MUSIRAWA . i - o
= w.rw . Tanggal Revisi | Januari 2022 H.Y. MORI, SH YAN NAFIAH|SH., M.Si 2
. . KABID PEMANFAATAN DATA FUNGSIONAL SUB
Tanggal Enatay SRR S0 KEPALADINAS | ")\ INOVASI PELAYANAN | KOORDINATOR KERJA SAMA
NamaSOP PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA

IR DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

 Pendidikan Min SMA/Sederajat;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

F Memahami peraturan tentang
Adminduk

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

- Mampu Mengoperasikan Komputer;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan:

g 62 Bl R B ol B

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Namor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Permendagri No 108 Tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan,

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

il

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

12.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas; B

13,

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil:

14,

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

156.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.

KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN
- Komputer dan Jaringan Internet
+ Alat Tulis Kantor

PERINGATAN i PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database
kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/PROSEDUR

PELAKSANA

MUTU BAKU

SOP Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan
Data

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

DIRJEN
Kependudukan
dan Pencatatan

Sipil

OPD
PENGGUNA

Kelengkapan

Waktu

Qutput

KETERANGAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil melakukan Audiensi terkait
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan
Data Kependudukan antara Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan OPD Pengguna.

-

Berkas

3 Hari

Draft

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil meminta persetujuan pemanfaatan
2. | data OPD ke Dirjen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kemenetrian Dalam
Negeri di Jakarta.

N
N

Berkas PKS
Komputer

90 Hari

Nota Persetujuan
Pemanfaatan
Data

Setelah disetujui oleh Dirjen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
dilakukan penandatanganan Perjanjian
Kerjasama ke OPD dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.

Berkas PKS
Komputer

7 Hari

Dokumen PKS

Menyusun juknis terkait Pemanfaatan
Data dengan OPD pengguna.

Berkas PKS
Komputer

3 Hari

JUKNIS

Meminta persetujuan Hak Akses
dengan Dirjen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri di Jakarta.

Berkas PKS
Komputer

30 Hari

Hak Akses




Nomor SOP : | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
. A
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tarigaal Pembustar | < |18 Janued 2022 | Rhe &
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | — el . e
MUSI RAWAS Tanggal Revisi 1| Januari 2022 H.Y. MORI, SH YAN NAFIAH. SH., M.Si | IGNASIUS ANJAS SUNARSO, SE
KABID PEMANFAATAN | 00 0 RSO PENANFATAAN
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALA DINAS DATA DAN INOVASI DATA DAN DOKUMEN
PELAYANAN
KEPENDUDUKAN
LR NamaSOP | : | PEMANFAATAN DATA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; : _,J_m_._n_%wmg _,..._m_ﬂmﬂ”_?. Mwmqn,_ﬁmmﬂ._mhmn
L m n
2. | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; >M.3.:Q:__H__ . " 4
3. | Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; - Mampu Mengoperasikan Komputer,
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan,
g, | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
| | Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah, ) e N
r Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

m
9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas,
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

.. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomer 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil,

14, | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

15. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor ‘017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas. S ) g
k] KETERKAITAN FLE PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN |
. - Komputer dan Jaringan Internet
[ L Alat Tulis Kantor
. VR PERINGATAN " LD PENCATATAN/PENDATAAN
Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
SOP PEMANFAATAN DATA OPD PENGGUNA DUKCAPIL KEMENDAGRI Kelengkapan Waktu Outpu
OPD Pengguna mengajukan usulan user : .
name akun untuk pemanfaatan data kepada ( ) Berkas 3 Hari Nota Dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil L.IK
Y
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil \/
meminta izin Kemendagri melalui Dirjen Berkas 7 Hari Nota Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
menerbitkan user name OPD Pengguna.
v
» i Berkas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Komputer 60 Hari Data yang Valid
menerbitkan user name OPD Pengguna
OPD Melaksanakan pemanfaatan data A .T.. Dokumen PKS 60 Menit Dokumen PKS




Nomor SOP . | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
i
DINAS KEPENDUDUKAN DAN T | _ \4.9\......\ \_%w\
ggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 =
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN - oo e =
MUSI RAWAS Tanggal Revisi | Januari 2022 H.Y. MORI, SH YAN NAFIAH| SH., M.Si YUNIWATI, S.Sos
FUNGSIONAL SUB
: _ , KABID PEMANFAATAN DATA
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALA DINAS A hONAS| PELETANAN | TRODR _m__m_,__lwﬁwH \ﬁo<>m_
| NamaSOP . | INOVASI GERTAK - ol - B
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

L Pendidikan Min SMA/Sederajat,
- [ turan tentan
Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; Hwﬂﬂmwﬂ_ PRERRE 9

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang —undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, o | Mampu Mengoperasikan Komputer;

1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2
3
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5
6

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 20086 tantang Administrasi Kependudukan,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah,

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil,
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas,
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
12 Mmquqm: Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
' awas,
13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
14, | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.
[715. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| Kabupaten Musi Rawas. o
: i ~ KETERKAITAN ) PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN |
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

PERINGATAN _ VA, _ AT PENCATATAN/PENDATAAN

) - = i 3 i . Pendataan dalam database
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




MUTU BAKU
B D_A._._S._.bm.ﬁ_mMmmccm _..”.km_.,b|_a.w|>z> - Lo’ KETERAKGAN
SOP INOVASI GERTAK Pemohon | TIM INOVASI Kepala Dinas kelengkapan waktu Qutput

Pemohon Datang dengan membawa data Berkas

dir seperti formulir Pristiwa Kependudukan Komputer 4 Data yang Valid
1. bertanda tangan dan divalidasi keldesa, can ) Alat Tuls Kantor M yang

data Pendukung lainnya A

Tirn Inovasi GERTAX memeriksa berkas b.

pemohon untuk kemudian disesuaikan

dengan database SIAK jika dinyatakan Komputer < Dok Tarvalidash
2. memenuhi  syarat maka Tim Inovasi Alat Tuls Kantor 5 Menit DRNIERNY, Ao

GERTAK melaksanakan pengajuan

sertifikasi elekironik dokumen

kependudukan

Berkas
b5 Komputer

Kepala Dinas  melakukan  sertifikasi W Dokumen it Dokumen Tervalidasi

3 elektronik dokumen kependudukan N Kependudukan Ghen
i dan Pencatatan
Sipil
- i GERTAK : Berkas
Tirn Inovasi menerbi ) Komputer 4
’ Dok Kependudukan

4. | tkan dokumen kependudukan atau cetak U Dokumen 5 Menit odiihan ee

mandiri  dengan cara dikirim melalui
SMS8/email pemohon,

Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

dan Pencatatan Sipil




Nomor SOP - | D17/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
]
DINAS KEPENDUDUKAN DAN T : :
anggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 — \
B PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | " | \\Aﬁ\ ok o 1 Wy 4
C o/ MUSIRAWAS Tanggal Revisi | Januari 2022 = H.Y. MORI, SH YAN NAFIAH| SH., M.Si YUNIWATI, S.Sos
; i i ¥ o  FUNGSIONAL SUB
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALA DINAS | KABID PEMANFAATAN DATA | 1 55gpINATOR INOVASI
DAN INOVAS| PELAYANAN s

INOVASI PEMUKTAHIRAN DATA PENDUDUK TERPADU (PDKT - DESA)

NamaSOP ;

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; - Pendidikan Min SMA/Sederajat;
2. | Undang —undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; i V;M:ﬁﬂwmﬂ:_ ReaLImN RN NG
3. | Undang = undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, L Mampu Mengoperasikan Komputer;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
g. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

7 | Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil;

8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan:

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan,

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomar 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

12 qumﬁﬁm: Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
awas;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

14. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022

%;Hwﬂm Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
usi Rawas.

| 15, | Surat Keputusan _Amvm_m, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

[ tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Kabupaten Musi Rawas. . - . -
.. : ! KETERKAITAN &) PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

L Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

PERINGATAN i PENCATATAN/PENDATAAN
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya mMMMMHMm MM._AmA:mJ_MﬂVm HARa




AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
SOP INOVASI PEMUKTAHIRAN DATA F
PENDUDUK TERPADU (PDKT - DESA) Pemohon TIM INOVASI Kepala Dinas Kelengkapan waktu Output
Pemohon Datang dengan membawa data Berkas
dir seperti formulir Pristiwa Kependudukan ( ) Komputer .
% bertanda tangan dan civalidasi kel/desa, dan Alat Tulis Kantor i Dot yargs ke
data Pendukung lainnya A
Tirn Inovasi Pemuktahiran Data Penducluk
Terpadu Desa (PDKT-Desa) memeriksa ¥
berkas pemohon untuk kemudian \ /
disesuaikan dengan database SIAK jika : Komputer _ PR
2. dinyatakan memenuhi syarat maka Tim Alat Tubs Kantor = Mt Dokumen Tetvaldasl
Incvasi  Pemuktahiran Data Penduduk
Terpadu Desa (PDKT-Desa) melaksanakan
pengajuan serfifikasi elektronik dokumen
kependudukan
Berkas
¥ Komputer
Kepala Dinas melakukan  sertifikasi H\ m Dokumen —
® elektronik dokumen kependudukan Kependudukan lntn Dakuman Termkias
dan Pencatatan
Sipil
Berkas
Tirn Inovasi Pemuktahiran Data Penduduk ¢ Komputer
4 Terpadu Desa (PDKT-Desa) menerbitkan m v Dokumen 5 Menit Dokumen Kependudukan dan
‘| dokumen kependudukan untuk selanjutnya e e Kependudukan Pencatatan Sipil

diserahkan kepada pemohon

dan Pencatatan
Sipil




Nomor SOP | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
DINAS KEPENDUDUKAN DAN R PR, e . " Uy
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | oo oo || e g \\a@.x ekl e |
MUSI RAWAS Tanggal Revisi - | Januari 2022 H.Y. MORI, SH YAN NAFIAH|SH., M.Si YUNIWATI, S.Sos

FUNGSIONAL SUB |
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALA DINAS xwm“,_o_mmﬁw_nwmm%ﬁwwﬁ KOORDINATOR INOVAS| |
PELAYANAN

SOPINOVASI JEMPUT BOLA DOKUMEN UNTUK ANDA (JEMPOL DUA)

— NamaSOP : - =
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
i Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; r Pendidikan Min SMA/Sederajat,
2. | Undang - undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; § Hﬁﬂﬂuﬂﬂ_ RSO THReng
3. | Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang —undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; ~__F Mampu Mengoperasikan Komputer,
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan:
g. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
7 | Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil,

8. | Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan:

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

12 mwﬂ%ﬁ: Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi _

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil,

14. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor.013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022

%:Eﬂu Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
usi Rawas.

16. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 19 Januari 2022

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas.
'KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN
- Komputer dan Jaringan Internet
= - Alat Tulis Kantor
(WEIT PERINGATAN ) PENCATATAN/PENDATAAN
Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




Alat Tulis Kantor

AKTIVITAS / PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
KET
SOP INOVASI JEMPUT BOLA DOKUMEN PEMOHON s sdotantissiei o Kelengkapan Waktu Output
UNTUK ANDA (JEMPOL. DUA) VERIFIKATOR OPERATOR
REKAM

Pemohon ‘Datang nm:nm_._ membawa data Heliias
1. dir seperti formulir _u_._mnfm wmum:n_zn:xms 5 Menit Data yang Valid

bertanda tangan dan divalidasi kel/desa, dan J

data Pendukung lainnya .

Tim Inovasi JEMPOL DUA memeriksa 4

berkas ~ pemochon  untuk  kemudian \/ Horkas
2 n_wmm:m_xm: dengan Aamﬂmummm SIAK  jika . Komputer 5 Menit Data yang Valid

dinyatakan memenuhi syarat maka Tim Alat Tk Kantor

Inovasi JEMPOL DUA melaksanakan

perekaman KTP-el pemohon

A Berkas
Komputer .

3. | Pelaksanaan Perekaman KTP-gl O w M S Menit Data Perekaman




tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor SOP | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
’
DINAS KEPENDUDUKAN DAN . \am? |
Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 — = ;
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | 2 . - i |
MUSI RAWAS Tanggal Revisi . | Januari 2022 H.Y. MORI, SH YAN NAFIAH [SH., M.Si YUNIWATI, S.Sos |
FUNGSIONAL SUB
Tanggal Efektif | Januar 2022 KEPALADINAS | KABID PEMANFAATAN DATA | 5 ORDINATOR INOVASI
DAN INOVASI PELAYANAN
PELAYANAN
. NamaSOP . | SOP Ku AMBIL DATA MISKIN UNTUK CETAK DOKUMEN MU (KATAMU CEMEN) Pl
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; i n__m:&ﬂ_xma Min SMA/Sederajat,
2. | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; 5 >Mﬂﬂw_n_mﬂ__ Petor an ey
3. | Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; - Mampu Mengoperasikan Komputer;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
6. _umEEﬁ,m: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah:;
a Umﬂﬂmﬂwmmmn.zﬂ, 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomar 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil,
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan:
9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan:;
12 Mmﬂmﬁ:ﬂm: Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
awas;
13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil:
14. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor.013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
H_._#m._ﬂu Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
us| Rawas.
15. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

Kabupaten Musi Rawas. — g .
S Al KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN |
L Komputer dan Jaringan Internet _
L Alat Tulis Kantor _
PERINGATAN Ty TR PENCATATAN/PENDATAAN |
Pendataan dalam database

_ Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

kependudukan (SIAK)




dan Pencatatan
Sipil

Sipil

3 AKTIVITAS / PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU e
SOP KU AMBIL DATA MISKIN UNTUK CETAK TIM OPD PERANGKAT OPERATOR Waktu Ket
tput
DOKUMEN MU (KATAMU CEMEN) INOVASI | TERKAIT |pesaker | KADIS givaK | Selenglagan e

Tim Inovasi KU AMBIL DATA MISKIN UNTUK CETAK

DOKUMEN MU (KATAMU CEMEN) datang ke OPD ;

Terkait untuk melakukan koordinasi terkait data m v Elaikas el e

penduduk miskin

Kordinasi dilaksanakan dalam hal untuk merekap Y ——

data penduduk miskin yang belum memiliki Alat Tulis Kant 5 Menit Data yang Valid
dokumen kependudukan X R

Tim Inovasi KU AMBIL DATA MISKIN UNTUK CETAK X Berkas

DOKUMEN MU (KATAMU CEMEN) melakukan cek > Komputer 5 Menit Data yang Valid
lapangan atas data yang dimiliki kepada perangkat < Alat Tulis Kantor

desa atau pegawai kelurahan

Tim Inovasi KU AMBIL DATA MISKIN UNTUK CETAK A4 Berkas

DOKUMEN MU (KATAMU CEMEN)melaporkan data Komputer 5 Menit "
penduduk miskin kepada Kepala Dinas Alat Tulis Kantor Ui ing Veld

v Mwﬂ.w:_p.qu t Dokumen
Arahan kepala dinas atas Hasil Laporan apakah _uomx Ew ey & kit Kependudukan
cetak dokumen atau chrosscheck ulang Mk dan Pencatatan
Kependudukan
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FUNGSIONAL SUB
Tanggal Efektif | Januari 2022 A B | N eyt KOORDINATOR INOVASI
| NamaSOP | :|INOVASIPELAYANAN DOKUMEN DI HARI LIBUR (LAPOR LUR)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; i _umza_ﬂ_xm:_ Min mgkmma_mqmwmn
2. | Undang - undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nemor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, I M_M:ﬁﬂn_mﬂﬂ AR Sy
3. | Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; . Mampu Mengoperasikan Komputer;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
g | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; _
7 | Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil;

8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

11._| Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

12 Mm&:.:m: Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
" | Rawas;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

14. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022

tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Musi Rawas.

15. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januar 2022

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas. . L = —
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

L Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

LI A— — BERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya ”Mﬁmwbwmqhmwhmﬁﬂm_mﬂﬂwcmmm




Alat Tuls Kantor

AKTIVITAS /| PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
TIM INOVASI KET
INOVASI PELAYANAN DOKUMEN DI i o
HARI LIBUR (LAPOR LUR) PEMOHON e OPERATOR Kelengkapan Waktu Output
REKAM
Pemohon Datang dengan membawa data Bk
dirl seperti formulir Pristiwa Kependudukan U > _
bertanda tangan dan divalidasi kel/desa, dan 7y S Menit Data yang Vald
data Pendukung lainnya
Tirn Inovasi LAPOR LUR memeriksa berkas b 4
pemohon untuk kemudian disesuaikan
dengan database SIAK jika dinyatakan \/ xm_ﬂﬁwﬁ 5 Menit Data yang Valid
memenuhi syarat maka Tim Inovasi LAPOR Alat T rm_u Kant
LUR  melaksanakan perekaman KTP-el NN R
pemohon
b Berkas
Pelaksanaan Perekaman KTP-el Komputer 5 Menit Data Perekaman
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FUNGSIONAL SUB
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALA DINAS | MABID PEMANFAATAN DATA | 4 RDINATOR INOVASI
DAN INOVASI PELAYANAN
PELAYANAN
NamaSOP . | INOVASIPELAYANAN MINTA SATU DAPAT EMPAT (MANTAP) _
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Noemor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, . Hm:a_ﬂw”,_q Zm_wmﬂmzhmwmmwmﬁn
i L
Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan: bam_._.h”n_:x 'R g
Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; _ __+ Mampu Mengaperasikan Komputer;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah: S . =

7 Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

" | pencatatan sipil;

8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; B

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2018 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan:

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

12 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
" | Rawas;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

14, | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022

tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Musi Rawas.

15. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas.
y y KETERKAITAN Z EEAR PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN |

D @@l

- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

PERINGATAN Y05 : | PENCATATAN/PENDATAAN
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya WMMMM%NMQMMWAM_M&»U%@




AKTIVITAS/IPROSEDUR PELAKSANA 2 A MUTU BAKU
Kasi Kabid Pelayanan
o Kelahiran/ Pendaftaran
INOVASI PELAYANAN MINTA SATU Front Verifikator/ . ' KET
Pemohon Kasi Penduduk/ Kadis kelengkapan waktu Output
DAPAT EMP. P 2 :
AT (AT e sl i Identitas Kabid Pelayanan
Penduduk Pencatatan Sipil
Pemohon Datang dengan membawa data

diri seperti akta asli, formulir perubahan akta Data Diri

1. | kelahiran bertanda tangan dan divalidasi A U Berkas 5 Menit Bl
kel/desa, surat ket kelahirancopy buku
nikah ijazah dan data Pendukung lainnya
Petugas memeriksa berkas fisik pengajuan h
pelayanan jika lengkap maka di berikan no Berkas : .

2 | antrian untuk selanjutnya diarahkan ke Alat Tulis Kantor | > Menit Datn: yarg: Molld
verifikator/ operator SIAK. i
Verifikator/ Operator SIAK  memeriksa Barliae
berkas pemohon terhadap system jika K ot

3. | dinyatakan memenuhi  syarat maka - - Alat .w“_ﬂm xamaoq 5 Menit Data yang Valid
verifikator menyerahkan ke KASI| Kelahiran/

KASI Identitas Penduduk
Kasi Kelahiran / KASl Identitas v Beriis
Pendudukmemeriksa kelengkapan serta ;

4. : Komputer 5 Menit Dokumen
keakuratan data pemohon untuk kemudian & : .
membubuhi paraf Alat Tulis Kantor terverifikasi
Kabid Pelayanan Pendaftaran Pendudul/ - Barkas

5 Kabid Pelayanan KB 5 Menit Dokumen

" | Pencatatan Sipil Memverifikasl sebagai bukti Alat .:.__a_u Kantor terverifikasi
persetujuan cetak dokumen
Kepala Dinas melakukan sertifikasi secara Y | Komputer g Dokumen

6. | elektronik / /| Alat Tulis Kantor | 5 Menit Tervalidasi
System SIAK mengirim Notifikasi berupa Dokumen Daokumen

7 SMS dan/atau  Email yang berisikan L Kependudukan 5 Menit Kependudukan

* | dokumen kependudukan untuk dilakukan dan Pencatatan dan Pencatatan
Sipil Sipil

cetak mandiri oleh pemohon
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DAN INOVASI PELAYANAN
PELAYANAN
o NamaSOP | TINOVASI PELAYANAN DI MALAM BERKAH (PALEMBERKAH)
A s DASAR HUKUM i KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; § Hm:uwﬂ”ﬂ: Min m_smﬁ_{mmmﬂw_mn
- uran e
2. | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; >M:ﬁ:ncx_ Ree o
3. | Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; = - Mampu Mengoperasikan Komputer;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
_, g. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
" | Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
7 Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
" | pencatatan sipil,
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan:
9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas,
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
12 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
° | Rawas,
13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.
15. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor -017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas. N N A ey

'PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN |

KETERKAITAN
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN ] : PENCATATAN/PENDATAAN
. . - - o . : Pendataan dalam database
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS / PROSEDUR PELAKSANA | 0 MUTU BAKU ok
TIM PERANGKAT OPERATOR | waktu
Output
SOP Pelayanan Dimalam Berkah (PALEMBERKAH) INOVAS| | DESA/KEL KADIS CETAK | Kelengkapan p
Tim Inovasi Pelayanan dimalam berkah (PALEMBERKAH) datang : Dat:
ke perangkat desa untuk crosscheckterkait data penduduk. A / Rari i =
¥ 3
Kordinasi dilaksanakan dalam hal untuk merekap data penduduk v
yang akan dilakukan pencetakan dokumen kependudukan,jika / Berkas
data memenuhi syarat maka Tim Inovasi Pelayanan dimalam Alat Tulis Kantor | 1 Ha" Data yang Valid
berkah (PALEMBERKAH)Melaporkan data kependudukan ke
Kepala Dinas
A Berkas
Arahan Kepala Dinas, untuk selanjutnya dilakukan pencetakan Komputer 5 Menit Data yang Valid
atau crosscheck ulang Alat Tulis Kantor
Berkas
Operator melakukan pencetakan dokumen, Tim Inovasi v Komputer o
Pelayanan dimalam berkah (PALEMBERKAH) menyerahkan Dokumen 5 Menit Kependudukan
kepada perangkat desa di sela waktu pelaksanaan shalat Kependudukan dan Pencatatan

tharawih

dan Pencatatan
Sipil

Sipil
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PELAYANAN
- ) NamaSOP — | | INOVASIPINDAH DATANG PAKAIW.A (PINDANG PAK TUA) ]
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; . Hm:n_ﬂrmq Min wz_?, mn.vmam_m.m_mn
: - aham n ten
2. | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; >M_.ﬂ“:a:r Ul
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4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; B
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
g, | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
" | Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; bl P!
7. | Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang um..@mqmwm: dan tata cara pendaftaran penduduk dan
" | pencatatan sipil,
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; -
9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi xmum:a:o_cxm:
10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas,
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
12 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
* | Rawas;
13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil,
14. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor.013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.
15. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

_| Kabupaten Musi Rawas. ’ T
i MITE e : _KETERKAITAN S PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN |
_ - Komputer dan Jaringan Internet
W - Alat Tulis Kantor
* PERINGATAN - PENCATATAN/PENDATAAN
Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS  PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
INOVASI PINDAH DATANG PAKAI W.A | pouo TIM INOVASI el i P ReE
(PINDANG PAK TUA) VERIFIKATOR OPERATOR gHap
CETAK

Pemohon mengirimkan berkas pindah can

datang melalui Layanan Whatsapp seperti Berkas
1. | formulir Pristiwa Kependudukan bertanda A / 5 Menit Data yang Valid

tangan dan divalidasi kel/desa, dan data Fy

Pendukung lainnya

Tim Inovasi PINDANG PAK TUA memeriksa Y

berkas pemohon untuk kemudian > Batlas

disesuaikan dengan database SIAK jika , '
2 dinyatakan memenuhi syarat maka Tim P Al __A%:_ﬁ_.mm_” SRR Dt yang Vel

Incvasi PINDANG PAK TUA melaksanakan OO KA LI

pencetakan dokumen xependudukan

- 3 ; Berkas

System SIAK mengirim Notifikasi berupa ¥

3 | SMS dan/atau Email yang berisikan / _mwﬁﬂm,ﬂ & ikenii Surat Pindah / Kartu
" | dokumen kependudukan untuk dilakukan m il el Keluarga

cetak mandiri aleh pemohon RE =

] e ———————— [ ——— I ———— —




tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.
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PELAYANAN
iy NamaSOP . | INOVASI SENTUH AKU DENGAN JARIMU (SAJAHAI) 5 0
DASAR HUKUM ; KUALIFIKAS]| PELAKSANA
1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; I ﬂwﬁwﬂwﬂ“ zm_ﬂmw:_ﬂ%h mwmmm_%ﬁ
2. | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; Adminduk P
3. | Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; L Mampu Mengoperasikan Komputer;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2008 tantang Administrasi Kependudukan;
6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
" | Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
7 Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
" | pencatatan sipil;
8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan; )
12 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
' | Rawas;
13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil,
14, | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor.013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.
15. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN |

KETERKAITAN =
L Komputer dan Jaringan Internet
L Alat Tulis Kantor
s A PERINGATAN Y PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database
kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS /| PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
TIM INOVASI KET
INOVASI SENTUH AKU DENGAN JARIMU ¢
(SAJAHAI) PEMOHON OPERATOR Kelengkapan Waktu Output
VERIFIKATOR
CETAK

Pemohon mengirimkan berkas dokumen

kependudukan melalui Layanan Whatsapp
1. | seperti formulir Pristiwa Kependudukan Berkas 5 Menit Data yang Valid

bertanda tangan dan civalidasi kel/desa, dan .|\

data Pendukung lainnya

Tim Inovasi SAJAHAI memeriksa berkas

pemohon untuk kemudian disesuaikan =
5 dengan nmﬁwmmm SIAK __rm. n__aw__mnmrm:, b Kampwiss 5 Menit Data yang Valid

memenuhi  syarat  makaTim  Inovasi Alat Tulis Kantor

SAJAHAI  melaksanakan  pencetakan aho

dokumen kependudukan

Berkas

System SIAK mengirim Notifikasi berupa . Komputer
3 SMS danfatau Email vang berisikan | / Dokumen 5 Menit Dokumen xmungcg_cwm:
* | dokumen kependudukan untuk dilakukan i Kependudukan dan Pencatatan Sipil

cetak mandiri oleh pemohon

dan Pencatatan
Sipil
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- , e il e o S FUNGSIONAL SUB

; ; KABID PEMANFAATAN DATA
Tanggal Efektif Januari 2022 KEPALADINAS [T so ol g it xOOmm__my__.wﬁwH %ﬂo%m_
[ NamasoP | INOVASI AKU DATA ULANG DAN MENCETAK AKTA KEMATIAN (KU DANG MENANTI)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Undang — undang Nomeor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

D PO Pl s

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Permendagri No 108 Tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;,

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

|_11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
12 | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
" | Rawas;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

14, | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor.013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

15. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Pendidikan Min SMA/Sederajat;
- Memahami peraturan tentang

Adminduk

L Mampu Mengoperasikan Komputer;

Kabupaten Musi Rawas.

R RS - N KETERKAITAN S PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
~ PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database
kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS / PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
SOP INOVASI AKU DATA ULANG DAN MENCETAK AKTA | PERANGKAT OPERATOR Waktu Outpat KBV
KEMATIAN (KU DANG MENANTI) DESA/KEL | TMINOVASI | ™ giak RALIS = | Sammghapan P
Perangkat desa _Bm_mﬂo_.xm: data kematian warga yang belum Berkas 1 hari Data
cetak akta kematian _
Berkas
Tim Inovasi KU DANG MENANTI melakukan verifikasi data, _ Komputer i Dat Valid
apabila memenuhi syarat untuk selanjutnya dientry Alat Tulis Kantor i s
. Berkas
Operator melakukan entry data pada SIAK Komputer 30 Menit ;
Alat Tulis Kantor Bists;yang Vs
b4 Komputer
Kepala Dinas melakukan sertifikasi tanda tangan secara elektronik Alat Tulis Kantor 5 Menit Akta Kematian
Dokumen
Pencatatan Sipil
Setelah dilakukan pencetakan operator menyerahkan pada TIM Inovasi Bokumen '
KU DANG MENANTI untuk selanjutnya di catat pada Buku Register P tatan Sipil 5 Menit Akta Kematian
Akta Kematian encatatan Sipi
Akta kematian diserahkan kepada masyarakat/perangkat desa atau Dokumen 5 Menit Al Kemaban

masyarakat dapat cetak mandiri melalui SMS atau Email.

:

Pencatatan Sipil
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PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

MUSI RAWAS Tanggal Revisi | Januari 2022 <1 H..MORI, SH YAN NAFIAH|SH. M.Si YUNIWATI, S.Sos
\
FUNGSIONAL SUB
Tanggal Efektif .| Januari 2022 KEPALA DINAS xwmru_hmﬁ_m,__mwmﬁﬁm_w% KOORDINATOR INOVASI
PELAYANAN
| NamaSOP | | SOP INOVASI PELAYANAN SATU HARI SELESAI (ONE DAY SERVICE)

KUALIFIKASI PELAKSANA

DASAR HUKUM

1. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; I Nm:a__ﬂxmq Min ﬂmg_»\mmmn_mﬁm_mn
2. | Undang - undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; = ] >%M”a”__“.__ T
3. | Undang — undang Nomoar 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, - Mampu Mengoperasikan Komputer;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan,
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
7. Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil;

8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan,

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

12 Mm_.m?_ﬁm: Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
awas,

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

14, | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022

tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Musi Rawas.
15. | Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas. Ioos .
PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

KETERKAITAN
. Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

I PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya WMMMMMNHMMMmﬁM_MﬂWUﬁm




AKTIVITAS / PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
FUNGSIONAL
sSuUB
KOORDINATOR FUNGSIONAL
SOP INOVASI PELAYANAN SATU HARI SELESAI (ONE TIM OPERATOR | PENDAFTARAN SuUB KET
DAY SERVICE) PEMOHON | ovasi | siak PENDUDMK! | KOORDINATON | ™ADIS|  Kelnglapan | Wuier | Cupi
KABID SIAK
PELAYANAN
DAFDUK
Pemohon Datang dengan membawa persyaratan Dokumen
Kependudukan ke Front Office lalu diberikan nomor antrian sy 5 Menit | D2t2 Diri
dan mengarahkan pemohon ke verifikator Pendaftaran rnII\ Pemohon
Penduduk;
Verifikator kelengkapan berkas memeriksa berkas fisik \ Berkas
pengajuan pelayanan, jika lengkap maka diberikan paraf Komputer i
untuk selanjutnya diarahkan ke operator SIAK; Alat Tulis Kantor Shisie | SN v
QOperator SIAK memeriksa berkas pemohon by system v el
m,_>x. Jika n__%w,ﬂﬁmrm: _m:m.__xm_u__A maka dilakukan entry data M / Kofrgiter 10 Menit | Data yang Valid
di system . dan dilakukan paraf operator pada Alat Tulls Kartor
dokumen pengajuan
Dokumen pengajuan di validasi oleh fungsional sub i 4 r. R
koordinator Pendaftaran Penduduk / KABID pelayanan e | Dokumen
fta duduk; Katnputat S Manht terverifikasi
pendaftaran penduduk; Alat Tulis Kantor
Fungsional Sub Koordinator SIAK / Kabid PIAK melakukan Komputer | 5 Menit Dokumen
verifikasi dokumen by system / M Alat Tulis Kantor _ terverifikasi
Kepala Dinas melakukansertifikasi secara elektronik; v Komputer
System SIAK mengirim Notifikasi berupa SMS dan/atau Alat Tulis Kantor 5 Menit SMS atau Email
Email yang berisikan dokumen kependudukan untuk A u D Jaringan Komunikasi Notifikasi
dilakukan cetak mandiri oleh pemohon Data




Nomor SOP 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
Vi
DINAS KEPENDUDUKAN DAN NN [ P—— P % V\_\ Yoy
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | oo crouatan || 19 Januan e — Rl ..
MUSI RAWAS Tanggal Revisi Januari 2022 e H.Y. MORI, SH YAN NAFIAH,|SH., M.Si YUNIWATI, S.Sos

Tanggal Efektif Januari 2022 KEPALA DINAS

\
KABID PEMANFAATAN DATA
DAN INOVASI PELAYANAN

FUNGSIONAL SUB
KOORDINATCR INOVASI
PELAYANAN

NamaSOP

- i
SOP INOVASI PELAYANAN KIA, AKTA KELAHIRAN MELALUI POSYANDU

(LAKIKU MERINDU)

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Pendidikan Min SMA/Sederajat;
- Memahami peraturan tentang

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Admindulk

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

- Mampu Mengoperasikan Komputer;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor wm Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara _um_._amnmqm:. penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan:

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Musi Rawas. o -

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas. -
s e, I KETERKAITAN Sabet . T PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN . PENCATATAN/PENDATAAN
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya Mwﬁmwhwwm_m%hmm_mﬂnwgwm




AKTIVITAS / PROSEDUR ~ PELAKSANA § RART MUTU BAKU KET
[ SOP INOVASI PELAYANAN KIA, AKTA KELAHIRAN MELALUI Waktu Bttt
POSYANDU (LAKIKU MERINDU) PEMOHON | TIM INOVASI KADIS Kelengkapan utpu

Pemohon Datang dengan membawa data diri seperti
formulir Pristiwa Kependudukan bertanda tangan dan | ( ) Berkas 1 hari Data
divalidasi kel/desa, dan data Pendukung lainnya; ¥
Tim Inovasi Lakiku Mernindu memeriksa berkas v
pemohon untuk kemudian disesuaikan dengan .
database SIAK jika dinyatakan memenuhi syarat Komputer ) :

: : ; 9 : 1 hari Data yang Valid
maka Tim Inovasi Lakiku Merindu melaksanakan /\ Alat Tulis Kantor
pengajuan sertifikasi elektronik dokumen
kependudukan;

v
Kepala Dinas melakukan sertifikasi elektronik m /| Komputer _ _
: 5 Menit Data yang Valid
dokumen kependudukan; Alat Tulis Kantor °
Tim Inovasi Lakiku Merindu menerbitkan dokumen Mwﬂﬂ__ﬂﬁx%no_ B el Bl
Mﬂmwnncaﬂx_mqm __M*MW on__mx B_M_:ai dengan cara | | Je Lmﬂém: sl 5 Menit Notifikasi
ikirim melalui email pemohon. Data
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FUNGSIONAL SUB
. , KABID PEMANFAATAN DATA
Tanggal Efektif Januari 2022 KEPALA DINAS DAN INOVASI PELAYANAN xOOmW__m_u_.WH\mM%ﬂO/\»m_
Kama80P 3 | 'SOP INOVASI PELAYANAN KU DATA ULANG KORBAN BENCANA, KU CETAK DAN KU ANTAR DOKUMEN
- ANDA (KU DATANG KARENA CINTA)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Pendidikan Min SMA/Sederajat;
- Memahami peraturan tentang

Undang - undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Adminduk

Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

- Mampu Mengoperasikan Komputer,

PP No 86 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

0 o e [onf M |

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Permendagri No 108 Tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas,

11

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

12,

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

13.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil,

14.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

15.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas. - -
e ~ KETERKAITAN e il PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN T RN ST A PENCATATAN/PENDATAAN
Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS / PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
SOP INOVASI PELAYANAN KU DATA ULANG KORBAN CPERATOR Waktu KET
BENCANA, KU CETAK DAN KU ANTAR DOKUMEN ANDA (KU PEMOHON | TIM INOVASI SIAK KADIS Kelengkapan Qutput
DATANG KARENA CINTA)
Perangkat desa melaporkan data warga terdampak
bencana dengan disertakan No Hp dan Email | ( } Berkas 1 hari Data
Pemohon; 7y
o . : v
Tim Inovasi Ku Datang Karena Cinta melakukan \/ mmamw_
verifikasi data, apabila memenuhi syarat untuk S e 1 hari Data yang Valid
selanjutnya dientry;
- . NI o > ; < »
IJ Berkas . )
Operator melakukan entry data pada SIAK; m i nw_._:w:“m_x ~ 30 Menit Data yang Valid
at Lu antor
i i i Berkas
Kepala Dinas .Em_m_é_ﬁm: sertifikasi tanda tangan m / Kottt 5 Menit Wﬁ,ﬁﬂwm_
secara elektronik: | Alat Tulis Kantor
Setelah di entri operator lalu di serahkan pada TIM | Berkas
Inovasi Ku Datang Karena Cinta untuk selanjutnya di | Komputer 5 Menit Data yang Valid
catat pada Buku Register; T R
Tim Ku Datang Karena Cinta menerbitkan dokumen | M_oﬂw:“ﬂx _ R
kependudukan atau cetak mandiri dengan cara | el 5 Menit

dikirim melalui SMS/email pemohon. _

A

Jaringan Komunikasi
Data

Notifikasi




Nomor SOP 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
7
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \0,9\. \_\3\
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN \\ - . e -
MUSI RAWAS Tanggal Revisi Januari 2022 H. Y. MORI, SH YAN z>_u_>_+ SH., M.Si YUNIWATI, S. mcm
Sl =t -
FUNGSIONAL SUB
) . KABID PEMANFAATAN DATA
Tanggal Efektif Januari 2022 KEPALA DINAS AL IOVASE PELATARAN xOOmwwzrwwmu »ﬂoﬁm_
NamaSOP SOP INOVASI PELAYANAN KU DATA, KU CETAK. KU ANTAR KIA (KUDA KU CERIA) ;

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

- Pendidikan Min SMA/Sederajat;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

- Memahami peraturan tentang
Adminduk

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; o

- Mampu Mengoperasikan Komputer,

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2008 tantang Administrasi Kependudukan,

O o] A Loalh |-

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Farmulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan,

10.

Peraturan Daerah Kabupaten _.c._cm_ Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi am: ._.m:m Kerja Dinas Dmm_,ms Kabupaten Musi Rawas;

i

12

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas xm_um_..ucn_..xm: dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

13.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

14.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor.013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

16,

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas. 3

PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN |

B =R AR KETERKAITAN =
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN | PENCATATAN/PENDATAAN

_y
i
m

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database
kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS / PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU -
SOP INOVASI PELAYANAN KU DATA, KU CETAK, KU ANTAR | OPERATOR Waktu Gt T

KIA (KUDA KU CERIA) PEMOHON | TIM INOVASI | SIAK KADIS Kelengkapan Outp

Pemohon (Pihak Sekolah) mengajukan permohonan i
H Berk 1h Data
untuk pelayanan KIA di sekolah: ﬂ:ul erkas b
Tim Inovasi KUDA KU CERIA komfirmasi iy
im Inovasi mengkomfirmasi Komputer 1 hari Data yang Valid

persyaratan dan jadwal pelayanan KIA ke Sekolah: / Alat Tulis Kantor
Tim Inovasi Kuda Ku Ceria Melakukan Pelayanan KIA : Berkas
dengan mendatangi langsung ke sekolah yang telah Komputer 1 Hari Data yang Valid
melakukan permohonan: Alat Tulis Kantor
Kepala Dinas melakukan sertifikasi tanda tangan Y EWi . | Data yang |

; Komput 5 Menit —
secara elektronik; _ h F T e o | terverifikasi
Operator SIAK melakukan percetakan KIA. Setelah Komputer _
itu dokumen hasil cetak di serahkan ke TIM KUDAKU m \NJ Alat Tulis Kantor 5 Menit KIA _
CERIA; Dokumen Kependudukan |

— _

Tim KUDA KU CERIA mengantar dan menyerahkan | Dotunisrc Kepardodtan | SWetit | KIA

Dokumen KIA Hasil pelayanan ke sekolah.




Nomor SOP 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
; |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan 19 Januari 2022 \GdJ\\.\ \ﬁ\
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN : ~ = .
MUSI RAWAS Tanggal Revisi Januari 2022 H.Y. MORI. SH YAN NAFIAH, WI.. M.Si YUNIWATI, S.Ses
. FUNGSIONAL SUB
Tanggal Efektif Januari 2022 KEPALA DINAS | KABID PEMANFAATAN DATA |\ 4 5RDINATOR INOVASI
DAN INOVASI PELAYANAN PELAYANAN
NamaSOP SOP INOVASI PELAYANAN PENDATAAN ULANG, CETAK DAN ANTAR IDENTITAS PENYANDANG DISABILITAS
(PETUALANG CINTA SEDANG MELINTAS)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

+ Pendidikan Min SMA/Sederajat;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

- Memahami peraturan tentang
Adminduk

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

- Mampu Mengoperasikan Komputer,;

PP No 86 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Permendagri No 108 Tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas.

e

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

12.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas,

13.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

14,

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

1,

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.

PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN |

e KETERKAITAN NGRS il
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
Gy B PERINGATAN e P PENCATATAN/PENDATAAN

_ Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database
kependudukan (SIAK)




Kependudukan Disabilitas.

i AKTIVITAS / PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
SOP INOVASI PELAYANAN PENDATAAN ULANG, CETAK DAN OPERATOR Waktu 5h KET
ANTAR IDENTITAS PENYANDANG DISABILITAS (PETUALANG | PEMOHON | TIM INOVASI SIAK KADIS Kelengkapan Output
CINTA SEDANG MELINTAS)

Petugas Disdukcapil Kabupaten Musi Rawas _
mendata ulang warga Disabilitas ke desa-desa; _ @ Ko 178 o
Tim Inovasi Petualang Cinta Sedang Melintas \:/ Berkas

i = : : | Komputer . ;
melakukan verifikasi data, apabila memenuhi syarat | Alat Tulis K. 1 hari Data yang Valid
untuk selanjutnya dientry; < LR

J Berkas
Operator melakukan entry data pada SIAK; Komputer 10 Menit ,
Alat Tulis Kantor i g v ele

Kepala Dinas melakukan sertifikasi tanda tangan _ Beriws . Data yang

s Komputer 5 Menit . .
secara elektronik; Alat Tulis Kantor terverifikasi
Operator SIAK melakukan percetakan Dokumen
Kependudukan Disabilitas. Setelah itu dokumen hasil il P Dokumen
cetak di serahkan ke Tim Inovasi Petualang Cinta / mu. Alat Tulis Kantor - Hepsbeaduien
Sedang Melintas;
Tim Inovasi Petualang Cinta Sedang Melintas |

| .d Dokumen . Dokumen

Mengatar dan menyerahkan Dokumen | ( ) Ko genidukiilail 5 Menit Ksbandtidiiinn




Nomor SOP 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan 19 Januari 2022 \Dl?\\ \hv\ \s.@\
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN o P Sl . [ | =
MUSI RAWAS Tanggal Revisi Januari 2022 - H.Y. MORI, SH YAN NAFIAH.|SH., M.Si YUNIWATI, S.Sos

\ FUNGSIONAL SUB
- , KABID PEMANFAATAN DATA
Tanggal Efektif Januari 2022 KEPALA DINAS DAN INOVAS! PELAYANAN | KOORDINATOR INOVASI
PELAYANAN
- NamaSOP B SOP INOVASI PELAYANAN KAWIN CERAI TERCATAT KU DATA ULANG ( KERETA KU DATANG) Non Muslim |

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomeor 23 Tahun 20086 tentang administrasi kependudukan;

- Memahami peraturan tentang
Adminduk

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

S E e o L

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah; i

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

15,

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas. 1]

- Pendidikan Min SMA/Sederajat;

- Mampu Mengoperasikan Komputer,;

PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN |

=25 |

. i KETERKAITAN Fi
. Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database
kependudukan (SIAK)

-M
|




dengan jadwal di desa

Sipil

T ~ AKTIVITAS / PROSEDUR Ve A ]  PELAKSANA R MUTU BAKU
Fungsional Fungsional
Sub Sub
P INOVASI PELAYANAN KAWIN CERAI Koordinator | Koordinator
TERCATAT KU DATA ULANG (KERETA KU DATANG) | PEMOHON | "o bGKAT | T | Pk | Perkawinan SIAK | KADIS | Kelengkapan | Waktu | Output | "EV
Non Muslim dan Perceraian
| KABID
PENCAPIL
Tim Kereta Ku Datang Melakukan
koordinasi dengan perangkat desa terkait ( ) Berkas 1 hari Data
perkawinan warga non muslim;
Perangkat desa melaporkan data
perkawinan warga non muslim ke Dinas A4 Baiine g
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Komputer thar  fyaid
Kabupaten Musi Rawas; 4 Alat Tk Kantor
Tim Inovasi Kereta Ku Datang melakukan \,_ BEikak
verifikasi data dan menjadwalkan v Komputer 1hari | Data yang
pencatatan perkawinan di desa; e Alat Tulis Kantor Valid
Perangkat desa mengumpulkan dan Berkas Hea  wong
menyerakan persyaratan pelaksanaan ; Houmputas SMent | vamd
perkawinan non muslim di desa sk
Fungsional Sub Koordinator perkawinan dan
perceraian/Kabid Pencapil melakukan m”ﬁmwe s Menit | D212 _ yang
verifikasi dan validasi dokumen pencatatan » A Tl terverifikasi
perkawinan
Operator SIAK melakukan Entri Dokumen Berkas Bl i
Pengajuan Pencatatan perkawinan melalui m M;. Komputer 5Menit | \oid
system SIAK Alat Tulis Kantor
Fungsional sub koordinator SIAK/Kabid Earkee i o
PIAK melakukan verifikasi by Sistem; w\;\ F. wwﬁuﬂﬂxmaa_ SMenit | o itikasi
Kepala Dinas melakukan sertifikasi tanda v Berkas Ok IR
tangan secara elektronik; o Komputor | SMenit | ey
Tim Inovasi Kereta Ku Datang melakukan Dokusmien
proses pencatatan perkawinan sesuai U wmnmmﬁm: Sipi 1hari | Pencatatan




Nomor SOP | 017/IKPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
\
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 g
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 4
MUSI RAWAS Tanggal Revisi - | Januari 2022 <" | H.Y.MORI, SH m»&uﬁ DINATA, S.Sos., M.Si | DESETO KURNIYANTO, S.IP
KABID PENGELOLAAN
SUB KOORD.
Tanggal Efektif : | Januari 2022 KEPALA DINAS INFORMASI ADMINISTRASI mczow.oz‘w__upx z
KEPENDUDUKAN
NamaSOP .| BACKUP DATA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; i ﬁm:n.ﬂ_w”ﬂ_ Emwmw:?‘_}hmwhw_whmr
- Mema i ran
2. | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Adminduk B .
3. | Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomaor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: - Mampu Mengoperasikan Komputer;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;
6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
" | Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
8 Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
" | pencatatan sipil;
9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan,
12 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
* | Rawas;
13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
14. | tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.
Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
15, | tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN
. Komputer dan Jaringan Internet
L Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
; ; = S ,. tab
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya WMMMMHM&MHJM_MWW R




AKTIVITAS/IPROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
Fungsional Waktu KET
SOP BACKUP DATA ADB SISTEM Sub Koord. kelengkapan output
SIAK
ADB Melakukan Login pada SIAK kemudian menjalankan perintah backup ( } Computer 5 Menit Data
4
Melaksanakan Backup data secara otomatis Computer 10 Menit Data
2 _ _ komputer .

Melakukan Backup Data SIAK secara manual ke penyimpanan eksternal s 20 Menit Data backup
ADB Menyerahkan data Backup kepada FUNGSIONAL SUB KOORD. SIAK RGIvDLtsE
untuk selanjutnya FUNGSIONAL SUB KOORD. SIAK melakukan pengarsipan » :maﬂx 20 Menit Data backup

data backup




Nomor SOP 2| 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
P
T
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \qe\ll
B PENCATATAN SIPIL KABUPATEN &
==} MUSI RAWAS Tanggal Revisi - | Januari 2022 < | HY.MORI, SH | RAMMAT DINATA, S.Sos. M.Si | BESETO KURNIYANTO, S.IP
/" KABID PENGELOLAAN
IONAL SUB KOORD.
Tanggal Efektif - | Januari 2022 KEPALA DINASY  INFORMASI ADMINISTRASI | FUNGS e
KEPENDUDUKAN
NamaSOP SOP VERIFIKASI PENGAJUAN CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN
KUALIFIKASI PELAKSANA

DASAR chcz
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1875 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; - _um:n_&rm:_ Min SMA/Sederajat;
L Memahami peraturan tentang

1

2. | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomer 23 Tahun 2008 tentang administrasi kependudukan; Adminduk

3. | Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; - Mampu Mengoperasikan Komputer,;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

5

6

7

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan:;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah:;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan:

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas:

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022

14. | tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022

15. | tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
i i ij i dalam daiabas
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya ”MMMMHN&_»M%%_)E &




AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
SOP VERIFIKASI PENGAJUAN CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN Opseatar | Fonguionst AWh | oot Binas. | lalinglapen b output L
Cetak Koord. SIAK
1. Operator cetak mengajukan permohonan verifikasi cetak, ( ) Komputer 5 Menit Data
L J

Fungsional Sub Koord. SIAK melakukan verifikasi pengajuan melalui . ; :
2 apliFungsional Sub Koord. SIAK Komputer 5 Menit Data terverifikasi
3 Kepala Dinas melakukan sertifikasi elekironik dokumen kependudukan > Komputer 5 Menit QDokumen

= P P Kependudukan

4. Operator melakukan pencetakan dokumen kependudukan ( ) Komputer 5 Menit Dokumen

Kependudukan




Nomor SOP | D17/IKPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
L]
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 \Ag\ =l
W PENCATATAN SIPIL KABUPATEN \ e
M ./ MUSIRAWAS Tanggal Revisi - | Januari 2022 4~ | HY.MORI,SH | RADMAT DINATA, S.Sos., M.Si | DESETO KURNIYANTO, S.IP
= KABID PENGELOLAAN
AL SUB K .
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALA DINAS T INFORMASI ADMINISTRASI _uczom_ozmvxc_w OORD
KEPENDUDUKAN
NamaSOP | SOP MANAJEMEN USER OPERATOR
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
- Pendidikan Min SMA/Sederajat;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

PP No 96 Tahun 2018 fentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

® Nl o o|alwinis

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

o

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan:

—
o

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

—
—

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

&
Lol

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

13.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

14.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAP| /2022, tanggal 12 Januari 2022
tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Musi Rawas.

Memahami peraturan tentang
Adminduk
Mampu Mengoperasikan Komputer;

15.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Musi Rawas.

KETERKAITAN

PERLENGKAPAN/PERLENGKAPA

Z 1

- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

|
|
|
=

PERINGATAN

PENCATATAN/PENDATAAN

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

Pendataan dalam database

kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/IPROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
FUNGSIONAL Waktu KET
SOP MANAJEMEN USER OPERATOR SUB KOORD. KABID PIAK ADB kelengkapan Output
SIAK
FUNGSIONAL SUB KOORD. SIAK Memverifikasi data operator SIAK B Computer 15 Menit Data
4
Fungsional Sub Koord. SIAK Melaporkan kepada Kepala bidang i
pengelolaan informasi administrasi kependudukan Gomptst Byt Dt
Kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan komputer 4
menyetujui hardick 15 Menit Data
FUNGSIONAL SUB KOORD., SIAK memerintahkan ADB  untuk " kormputer 15 Menit
= User name

membuat user operator




Nomar SQOP 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
Z 2
T
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PR Ao I Y m— - .
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | oo ooonaen S \\aq\ |
MUSI RAWAS Tanggal Revisi Januari 2022 “ | HY.MORI SH | RMAMAT DINATA, §.50s., M.Si HERY APRIYANTO, ST

Tanggal Efektif

Januari 2022

KEPALA DINAS

/ KABID PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

FUNGSIONAL SUB KOORD.

PENGOLAHAN DAN
PENYAJIAN DATA

NamaSOP SOP LAPORAN DATA PENDUDUK

KUALIFIKASI PELAKSANA

L Pendidikan Min SMA/Sederajat;

- Memahami peraturan tentang
Adminduk

- Mampu Mengoperasikan Komputer;

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan;

Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang —undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan:;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil;

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi
Rawas;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor.013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
14. | tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
15. | tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

® Nl o |o|al@ins

Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/IPERLENGKAPAN
- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
FUNGSIONAL
SUB KOORD.
ADMINISTRATOR PENGOLAHAN KEPALA KET
Qutput
SOP LAPORAN DATA PENDUDUK DATABASE DAN KABID PIAK DINAS kelengkapan Waktu utpu
PENYAJIAN
DATA

Mengambil data pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data
dalam Server SIAK hasil konsolidasi pusat data dan melakukan ( ) Komputer 60 Menit Kependudukan
pengolahan data sesuai format laporan
Melakukan pemeriksaan hasil pengambilan data dan pengolahan data = Komputer Data
dan inventarisasi arsip softcopy data hasil pengambilan data Server Boikag 30 Menit Kependudukan
SIAK untuk selanjutnya cetak berkas laporan fisik

komputer Data
Melakukan verifikasi hasil pengolahan data laporan Berkas 30 Menit Kependudukan

komputer
Melakukan penandatanganan Laporan Kependudukan : Laporan  data

Berkas 15 Menit Kependudukan
1. Melakukan Scaning Laporan
2. Melakukan Pengiriman softcopy laporan ke Dinas Kependudukan dan < komputer ;

Pencatatan Sipil Provinsi dan ke Dirjen Adminduk Laporan a8 Manit Wmmwwwmn_sc a:xMﬂﬂm




Nomor SOP : | 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa | Buat
r \ Vi a

DINAS KEPENDUDUKAN DAN . g )%

Tanggal Pembuatan | : | 19 Januari 2022 e
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 2
MUSI RAWAS Tanggal Revisi - | Januari 2022 £ H.Y. MORI, SH | RALMIAT DINATA, S.Sos., M.Si bd ABas, s.50s

KABID PENGELOLAAN
Tanggal Efektif | Januari 2022 KEPALA DINAS £ INFORMASI ADMINISTRAS! | PUNGSIORALBUB KOORD.
KEPENDUDUKAN
NamaSOP SOP PENGELOLAAN PERANGKAT KERAS
KUALIFIKASI PELAKSANA

DASAR HUKUM

- | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; r Pendidikan Min SMA/Sederajat;
- Memahami peraturan tentang

1

2. | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomar 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan: Admindil
3. [ Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; - Mampu Mengoperasikan Komputer;
4. | PP No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

5

6

7

- | PP No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;

11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi

Rawas,

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
14. | tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Musi Rawas.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
15. | tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas.
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN

- Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya kependudukan (SIAK)




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS/PROSEDUR KET
FUNGSIONAL KEPALA
SOP PENGELOLAAN PERANGKAT KERAS STAFF SUB KOORD. TK | KABID PIAK DINAS kelengkapan Waktu Output
SDM TIK
_.,m\_mﬁumﬁms kondisi perangkat keras kepada Fungsional Sub Koord. TK A u Komputer 680 Menit Data
y
Fungsional Sub Koord. TK 8DM TIK melakukan chrosscek kondisi Komputer 80 Menit Data
perangkat keras Berkas
Iy
4
_u::nm_o_..m_ Sub Koord. TK SDM TIK :,.,m_muo_.wm: langsung kepada \ _mwﬂﬂw“»mq 1 hari Data
kepala bidang PIAK mengenai kondisi perangkat keras /
Kepala bidang PIAK Melaporkan kepada Kepala dinas mengenai kondisi
perangkat keras atau langsung memerintahkan KASI AS| Tata Kelola komputer ,
Dan Sdm Teknologi Informasi Dan Komunikasi langkah Berkas 30 Menit Data
perbaikan.
komputer
Kepala Dinas memerintahkan langkah — langkah selanjutnya { J& Berkas 30 Menit Laporan




Nomor SOP 017/KPTS/DUKCAPIL/2022 Disahkan Di Periksa Di Buat
7
T
DINAS KEPENDUDUKAN DAN Tanggal Pembuatan 19 Januari 2022 \de\.ll =
.- PENCATATAN SIPIL KABUPATEN \
4} MUSIRAWAS Tanggal Revisi Januari 2022 < | H.Y.MORI, SH | RAMMIAT DINATA, S.Sos., M.Si HEKY APRIYANTO, ST
7" KABID PENGELOLAAN FUNGSIONAL SUB KOORD.
Tanggal Efektif Januari 2022 KEPALA DINAS INFORMASI ADMINISTRASI PENGOLAHAN DAN
KEPENDUDUKAN PENYAJIAN DATA

NamaSOP . | SOP PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

- Pendidikan Min SMA/Sederajat;

1. | Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ;
2 = p : - Memahami peraturan tentang
- | Undang — undang No 24 Tahun 2013 Perubahan atas undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan; Acrmiiridiale
3. | Undang — undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang — undang Naomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; L Mampu Mengoperasikan Komputer;
4. | PP No 96 Tahun 2018 fentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:
| 5. | PP _No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan;

6. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah:
7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
g. | Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil,
9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan:
10. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
11. | Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
12 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi

" | Rawas;

13. | Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor:013/KPTS/DUKCAPIL/2022, tanggal 12 Januari 2022
14, ﬁ:ﬁﬂ% Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

usi Rawas.

Surat Keputusan _Amum_.w_ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor :017/KPTS/DUKCAPIL/2022 tanggal 19 Januari 2022
15. | tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Musi Rawas.

KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERLENGKAPAN
. Komputer dan Jaringan Internet
- Alat Tulis Kantor
PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN
Pendataan dalam database

Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak dijalankan sebagaimana mestinya

kependudukan (SIAK)




AKTIVITAS/PROSEDUR PELAKSANA MUTU BAKU
FUNGSIONAL
SUB KOORD.
Bidang KABID | PENGOLAHAN | ADMINISTRATOR KET
Qutput
SOP PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN PDIP PIAK DAN DATABASE kelengkapan waktu utp
PENYAJIAN
DATA
Menyampaikan surat permintaan data dari
1. | Instansi lain atau pihak luar yang sudah di |( ._“ Surat 5 Menit Surat
disposisi oleh Kepala Dinas
Menerima surat permintaan data v
kependudukan, mendisposisi surat surat ;
2. permintaan data untuk ditindaklanjuti Kasi Alat Tulis Kantor & Wit i
Penyaijian dan pengolahan data
Menerima surat permintaan data dari Kabid v Sisfat
Pengelolaan Informasi administrasi i
3. | Kependudukan. pengelompokan permintaan Alat ‘_.:__.m Keior 5 Menit Surat
data dan mensupervisi permintaan untuk
ditindaklanjuti
Melakukan pengolahan data dari server A Surat
4. | SIAK , menyimpan hasil pengolahan dan Komputer 20 Menit Surat
mencetak hasil pengolahan data Alat Tulis Kantor Data kependudukan
Melakukan pemeriksaan hasil pengolahan Surat Surat
5, | data ‘n_m: memberikan  paraf, dan < Data 5 Menit Data kependudukan
pergarsipan data Kependudukan
Memberikan paraf pada data yang sudah W_Mﬁmm» Surat
6. | diperiksa oleh Fungsional Sub Koord. 5 Menit
Pengolahan dan Penyajian Data Kepsndudukan D kespepuc i
Disampaikan kembali ke Bidang PDIP untuk Surat
di paraf sekretaris dan di tandatangani Data
7. | Kepala Dinas, diserahkan kembali ke @I K :M:acxm: 5 Menit Laporan data kependudukan
Sekretariat dan untuk diberikan kepada e
pemohon data




